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RINGRKASAN

Pengangkutan merupakan kegiatan vang sangat vital bag  kehidupan
masyarakal di Indonesia, khususnya penganghutan penumpang. Sebagai negara hukum.
Indonesia memiliki sistern tata hukum nasional vang mengatur selurub kegiatan di
mayarakat. salah satunva petjanpan penganpkutan penumpang angkutan bus kelas
ekonomi pada travek antar kota antar propinsi

Judul dalam sknpsi i adalah Tanggung Jawab Hukum  Pelaksanaan
Perjanjran Pengangkutan Penumpang Angkutan Bus Kelas Ekononn Antara Perusahaan
Otobus Dengan Penumpang. Permasalahan vang diangkat dalam skripsi ini adalab
lentang bentuk peranjian penpangkutan antara perusahaan otobus dengan penumpang,
hak dan kewajiban antara perusahaan otobus dengan penumpang, dan tangoung jawab
hukuwimnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi

Metode penulisan skripsi ini mengpunakan pendekatan masalah secara
yuridis nommatif. Sumber bahan hukum yvang digunakan meliputi sumber bahan hukum
primer, sekunder. dan tersier. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan
dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi lapangan, Metode analisa
bahan hukum vang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan
dengan metode deduktif,

Hastl penelitian menunjukkan bahwa. bentuk peranjian penganpgkutan antara
perusahinan orobus dengan penumpang adalah secara lisan vang didukung oleh dokumen
vang membuktikan balvwa perjanjian it telah terjadi. Dokumen tersebut tertuang dalam
bentuk karcis penwmpany. dasar hukumnya adalah UL Nomor 14 Tahun 1992 pasal 43
avat{2)

Hak dan kewajiban perusahaan orobus telab digtur di dalam peraturan
perundang-undangan, vaitu Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 pasal 43 ayat (1)

ncto leputusan Menten Pechubungan Nomor 35 Tahun 2003 pasal 86-91 sedanokan
! | P ¢

WAE
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hak dan kewajiban penumpang berdasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan
Nomaor 35 Tahun 2003 pasal 43 aval (1) -(4).

Tangpung jawab hukumnya jika penumpang melakukan wanprestasi yaitu
dengan tidak dibayamya biaya angkutan adalah diturunkan dan bus sebelum tiba di
lempat tugpuan. Dasar vang dipunakan adalah Nomor 14 Tahun 1992 pasal 43 avat (1),
Perusahaan Otobus mempunyai tanggung jawab hukum apabila melakukan wanprestasi
yvattu PO dapat dikenakan sankst adinmistrasi  berdasarkan  Kepumsan  Dirjen
Perhuibungan Darat Nomor 1186 Tahun 2002 pasal 3 ayal (2) huraf a-d.f. dan h-n dan
sanks) pidana berdasarkan Keputusan Digen Perhubungan Darat Nomor 1186 Tahun
2002 pasal 3 avat (2) huruf e dan .

Saran vang dapat penulis berikan adalah mengingat pentingnyva karcis sebagai

tanda bukti telah terjadinva pegjaniian penganghutan dan‘atau pembayaran biava

angkutan, maka setiap kepiatan pengangkutan penumpang hendaknva disertai karcis
penumpang yvang didalamnya terdapat hal-hal yang dipeganjikan dan/atan memuat hak
dan kewapban para pihak. Perusahaan Otobus ("O) hendaknva melavam penumpang
dengan sebatk-bmknya karena PO merupakan unsur pasif didalam  perjanjian
pengangkutan. Pelanggaran yang dilakukan oleh PO maupun oleh ammada bus yvang
diketahw oleh penumpang maupun masyarakat, hendaknva segera dilaporkan kepada
instansi terkait salah satunyva pada Balai layanan LLAJ Propinsi Jawa Timur di Jember
yang merupakan mstanst pemerintah vang bertanggung  jawab mengawasi dan
mengontrol pelaksanaan pengangkutan penumpang dengan mobil bus umum pada

tray ek anlar kota antar propinsi

winl
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keadaan Indonesia berupa daratan vang terdini dari benbu-ribu pulau besar
dan kecil, dan berupa peratran vang terdin dari sebagian besar laut dan sungal serta
danai vang memungkimkan pengangkutan dilakukan melalun darat, peraran, dan ndara
euna menjangkau seluruh wilavah Indonesia.

Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang  pelaksanaan
pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembanguran,
dan distnibusi hasil pembangunan dan berbagai sekor keseluruh pelosok tanah air,
misalinya sektor indsutri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Lancamya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara desa dan kota dan
akan memberi dampak bahwa untuk bekerja dikota tidak harus pindah ke kota, mercka
yang tinggal di kota tidak perlu khawatir untuk dipekerjakan di daerah luar ko,
mformasi timbal balik vang cukup cepat amar desa dan kota. Pola lndup di daerah
pedesaan cenderung mengikut pola hidup di daerah perkotaan. Tingkat berpikir dan
ingin maju warga desa dapat tumbuh lebih cepat.

Perkembangan di bidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan
di bidang ilmu dan tekhnologi pengangkutan modern terutama mengenal perkereta-
apran, perkapalan, pesawat udara. bus, dan sumber daya manusianya.

Keempat faktor diatas merupakan arti penting dari kepiatan pengangkutan.
Penganpkutan adalah kegiatan vang sangat penting didalan kehidupan masyarakal
( Muhammad, 1998:7).

Maobil bus wnum kelas ekonomi merupakan salah satu jenis alat pengangkutan
darat vang paling sering digunakan oleh masyarakat sebaga penpeuna jasa angkutan.
karena, selaim biaya pengangkutan/tarifiva relatif lebth murah juga dapat menjanzkau

selurub wilayvah di Indonesia,

1;;“.:'"’? Ej _;TP"'FP"?!‘ |_:|l"'mﬂ

Lbshid davad
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Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba
ditempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna, baik bagi penumpang
maupun barang yang diangkut. Tiba di tempar tujuan artinva, proses pemindahan dar
sutu tempat ke tempat tujuan yang berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesual
dengan waktu vang telah direncanakan.Selamat artinya, penumpang dalam keadaan
sehat, idak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal dunia.
Dka yang diangkut itu barang, selamat artinya barang vang diangkut tidak mengalami
kerusakan, kehilangan, kekurangan atau kamusnahan. Meningkatkan nilai suna artinya,
nifal sumber daya manusia dan barang ditempat tujuan menjadi lebih tinesi bagi
kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan pemindahan penumpang dari satu armada bus ke armada bus lain

untik mengantarkan penumpang tersebut ke tempat tujuan merupakan kegiatan yang
sering kali terjadi. Kegiatan tersebut dirasakan oleh pm:numpang.scbagai pengeuna jasa
pengangkutan dengan mobil bus wmum kelas ekonomi  sebagai tindakan vang
merugikan karena merasa haknya dilanggar. terlebih ketika penumpang tersebi
dipindahkan ke armada bus lam vang sudah penuh penumpangnya sehingga harus
berdiri

Pemerintah menetapkan Keputusan Menterl Perhubungan Nomor KM, 90
Tahun 2002 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar
Kota Antar Propmnsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum sebagar dasar
penentuan tarif bus antar kota antar propinsi di seluruh wilavah Indonesia. Dengan dasar
Reputusan Menteri tersebut, maka Digjen Perfiubungan Darat menindak lanjutinya
dengan menetaphan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Taril
Farak Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Pada Travek Trayek
Antar Kota Antar Propinst Di Seluruh [ndonesia Nomor © SK S50/PR.301/DRID/A2002.

Keputusan Dirjen Perhubungan Darat tersebut menjadi dasar bag perusahaan .
otobus untuk menetapkan jumlah tand pokok anghutan dengan mobil bus wmum kelas
ehonomi pada travek antar kota antar propinst di Indonesia Selamumya. untuk
mengawast jumlah il vang dietapkan oleh perusahaan otobus kepuda pengEung jasa

anghutanmya, pemerintah menetapkan Surat Keputusan Ditjen Perhubnngan Darat
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Nomor @ SK.II85/PRI0OIDRID/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Mekanisme
Pengawasan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dengan Mobil Bus Umum dan
Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor - SK.[186/TTK 401/DRID/2002
tentang Pemberian Sunksi Administratif terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh
Pengusaha Angkutan Penimpang Umum Dalam Travek Tetap Dan Teraiur.

Fmpat  keputusan  vang ditetapkan oleh  pemenntah  melalui  Mem eri
Perhubungan dan Direkiur Jenderal Perhubungan Darat tersebut dijadikan dasar bagi
penentuan tanl dan pengawasannya kepada perusahaan penvelengears  angkutan
penumpang dengan mobil bus umum di seluruh wilayah Indonesia untuk menetapkan
tantf yang akan dikenakin kepada pengeuna jasa angkusan tersebui

Jurusan Jember — Denpasar adalah salah satu travek jurusan antar kota antar

propmst vang berasal dan terminal Tawang Alun Jember, Tiap harinya, volume
penumpang vang menggunakan jasa angkutan jurusan lember - Denpasar dars ternnmal
Tawang Alun & 1000 orang tiap hari-nya. Jurusan ini merupakan salah satu jurosan
yang dapar dikategorikan sebagai jurusan yang cukup banyak digunakan oleh
masyarakat. Ial ini disebabkan karena terminal Tawang Alun Jember merupakan
termmal terdekat dan strategis untuk menuju Denpasar dan sekitarnya.

Melihat pentingnya keberadaan alat pengangkutan dengan mobil bus wmum
kelas ekonom jurusan Jember - Denpasar terhadap masyarakal sebagai calon pengenna
Jjasa anghutan, maka pencliti tertarik untuk menjadikan obyek penelitian  tentang
"TANGGLUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENGANGKUTAN PENUMPANG ANGKUTAN BUS KELAS EKONOMI
ANTARA PERUSAHAAN OTOBLUS DENGAN PENUMPANG™

1.2, Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah vang :
akan dibahas adalah sebagai bertkut
I Baganmanakah bentuk perjanjisn  pengangkutan antara perusahaan  olobus

dengan penumpang ?
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2. Bagaimanakah hak dan kewajiban antara perusahaan  otobus  dengan
penumpang?
3. Bagmmanakah tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan

wanprestasi 7

1.3,  Tujuzan Penelitian
Setiap penelitan tidak akan terlepas dan adanya tujuan vang hendak dicapai.
terlebili lagi apabila penclitian tersebur menvangkut hak dan kewajiban, Tujuan dan

penelitian ini dibedakan menjadi dva vaitu tujuan umuom dan tujuan khusus |

3.1 Tupuan Secara Umum

a. Merupakan lujuan yang bersifat akademis yaimu guna memenuhi salah satu
syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukom pada Fakultas
Hukum Universitas Jember.

b. Mmgaksmtruasijmh pemikiran ke dalam bentuk tulisan berdasarkan ilmu
pengetahuan yang diperoleh dari perkuhiahan yang bersifat teoritis vang
dikomparasikan dengan realita vang ada dalam masyarakat.

¢ Merupakan kontribusi pemikiran vang dilarapkan berguna bagi khalayak umum.

sesenap akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum serta Almamater.

1.3.2. Tuwuan Secara Khusus
lunan dan penelitian ini adalah untuk mengkan dan menganalisa
a.  Bentuk perjanjian antara perusahaan otobus dengan penumpang.
b, Hak dan kewajiban perusahaan otobus dan penumpang

¢. Tanppung jawab hukumnya, apabila salah satu pihak melakukan wanprestast.

1.4. Metode Penulisan - ~
Suaty penulisan mutlak memerlukan metode penulisan vang dipergunakan
sebagar carn untuk  menemukan, mengembangkan, dan mengujl Kebenaran  serta

memjalankan prosedur vang benar, sehingga dapat diperfanggung jawabkan secara
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ilmiah dan akan menghasilkan swatu penulisan yang mendckati kesempurnaan dengan
tingkat kebenaran yang optimal, Adapun metode vang dipergunakan ialah schagai
berikut

14.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan wasalahh dalam penehtian mi menggunakan metode ynnidis
normatif, vaitu metode vang menggunakan  pendekatan  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan vang berlaku, buku-bukuliteratur vang berisi tentang konsep
teoritis, dan dihubungkan dengan kenvatasnmyva vang ada di dalam masyarakar,
khususnya mengenai pengangkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi

Jurusan Jember — Denpasar { Soemitro, [990:97)

142 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum vang digunakan di dalam penelinan 1 adalah bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertamo Sumber bahan hukum primer vai
sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan vang berlaku seperti
Undang-Undang, Keputusan Menten, Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat, Surat
Keputusan Gubemnur, dan lain-lain. Kedwva Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber
bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer,
sepertt bahan-bahan penelittan, hasil karva kalangan hukum, pendapat para ahli hukum,
dan sebagainya Ketige Sumber bahan hukum tersier adafah bahan hukum vang
membenkan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap baban hukum primer
dan sekunder. musaloya kamus dan direktort. Disamping (tu jusga disunakan bahan
hukuwm penunjang untuk melengkapi pembahasan, vaitu berups hasil wawancara datl
keterangan-keterangan vang didapat dan pihak/instanst terkan (Dinas Perhubungan)
yang melavani trayek antar kota antar propinsi dan pihak Perusahan Otobus (PO vang .

menliki trayek jurusan lamber-Denpasar (Sockanto, 98652,
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1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum vang digunakan dalam penulisan im adalah stud
hteratur dan wawancara. Studi literatur yaity metode pengumpulan bahan hukum vang
diperoleh  dari  Iiteratur, pendapat para  ahli, brosur, dokumen, dan daftar
pustakal Soemitro, 1990:98 ). Wawancara dilakukan langsung melalui tanva jawab (temu
muka) dengan mhak-pthak vang berwemang di Dinas PerhubunganLalu Lmtas
Angkutan Jalan Kabupaten Jember Propinsi lawa Timur, awak bus. para perunpang
serta calon penumpang vang menggunakan jasa angkutan bus kelas ckonomi jurusan
lember-Denpasar yang berangkat dan termunal Tawang Alun Jember. Pihak vang
diwawancaral adalah pimpinan dan staff di Dinas Perhubungan/Lalu Lintas Angkutan
Jalan Kabupaten Jember Jawa Timur (10 orang), awak bus (= 10 orang), dan

penumpang serta calon penumpang (1 50 orang).

]
144, Apalisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis
bahan hukum dengan menggunakan metode desknpnf kualitatif,. Dalam membahas
permasalahan dilakukan dengan menggambarkan fakta, masalah maupun bahan hukum
vang diperoleh, untuk diterapkan menurut landasan hukum yang berlaki serta teori-
teor yang ada. Untuk memperaleh hasil vang baik, maka dalam penulisan ini digunakan
metode berpikir secara deduktif, vaitu metode penarikan kesimpulan dengan mengambil

dan premis vang bersifal umum untuk menuju pada permasalahan vang bersifar Khusus
{Soemtro, |99 98)
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1.  Fakta

Sebagai salah satu upaya dalam mencapar tujuan dan penulisan ini diperlukan
adanya suatu fakta. Penvajan fakta im dimaksudkan untuk memberikan bukti konkrit
atas permasalahan vang dibahas, selain itu juga penvajian fakla ini tetap memperhatikan
atasan dan rumusan masalah dalam penulisan in.

Terminal Tawang Alun merupakan salah  satu  termmal  pengangkutan

penumpang vange berada di Kabupaten Jember. Tenninal Tawang Alun herada dibawah

naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. [Dinas Perhubungan i bertugas
melakukan kegiatan  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  dan  penpoperasum
termimnal. Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pengangkutan penumpang dengan bus
umum kelas ekonom travek Antar Kota Dalam Propimst (AKDP) dilakukan oleh Dmas
Perhubungan Kabupaten Jember. sedangkan trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)
dilakukan oleh Balai Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (BLLLAJ) Propinsi Jawa
F'imur di Kabupaten Jember.

Salah satu trayek antar Kota antar propmsi yang berasal dan terminal Tawang
Adun adalah jurusan Jember - Denpasar. Jurusan Jember — Denpasar merupakan salah
satu travek yang dapat dikategorkan sebagar jurusan yvang cukup banyak digunakan
oleh masyarakat. Hal im disebabkan karena terminal Tawang Alun lember menipakan
terminal terdekat dan strategis untuk menuju Denpasar dan sekitamva  Perusahaan
Otobus yang metavant teavek Jember-Denpasar vailu |, PO, AKAS sgumiah 44 (empal
puluh empat) armada. PO. DAMRI sejumlah 10 (sepuluh) armada. PO. Gunung Harta
sejumlah 10 (sepuluh) armada. PO, Restn Agung scjumlah | (satu) armada, PO
Kencono sejumbah 4 {empat) armada, dan PO, Dahlia [ndab sejumlah 5 (lima) armada
bus, semuanya merupakan bus kelas ckomomi. Tiap-tiap PO} berangkal sesum dengan

waktin vang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yaitu rata-rata setigp
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25 (dua pulub hma) menit/anmada bus. Rata-rata volume penumpang tap harinya
adalah + 1000 (senbu) orangidata Dishub Kab Jember per-tanggal | Januan sid 3
Oktober 2004),

Menurut keterangan yvang diberikan dari Dinas Perhubungan tentang jadual
pemberangkatan dan jumlak tanf vang dikenakan oleh PO kepada penumpang adalah
sebagal berkut

setiap armada bus per-harimva di jadwal perfalanan hanva | (sati)
rit armiada bus dengan alokast wakiu reta-rata & (delapan) jam dari Jember
mennfin Denpasar. Tarif yang ditenakan kepada penampany jurasan Jember
{enpasar ddalaly sebesar Bp. 295300 - fdua puluh sembilan ribe (ima ratus
rupial)  (wawancara tanggal 14 OKtober 2004 )

[al tm sama dengan keterangan vang dibenkan beberapa awak annada bus

dan para penumpang mengenai tarif vang dikenakan jumsan fember - Denpasar vaity

sebesar Rp. 29,500 - (dua pulub sembilan nibu lima ratus rupiah) T
Menurut keterangan Dinas Perhubungan melalu Balai Layanan LLAJ Propinss

Jawa Timur tentang tanggung jawab pengawasan pelaksanaan Kegiatan pengangkutan

penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi jurusan Jember-Denpasar, jumlah

tarif dasar dan batas atas jurusan Jember-Denpasar, sebagi berikut |

kemiatan pengangkutan perumpang jurusan Jember — Denpasar dengan
mobil bus umum kelas ekonomi dibawah 1anggung jawab LLAJT Propins: Jawa
{imur, akan tetapi pemberangkatanmya dari terminal dibawal mgas dan
tangeting fawah Dinas Perhuehungan Kabupaien setempat. Tarif deasar jurasan
Jember — Denpasar yvang ditetapkan oleh Dirren Perbubungan Darat kepada
PO adalah Rp, 14.400,- (empar belas ribu empai ratus rupiaby, sedangkan PO
memasang tarif kepada penmmpang sebesar Rp. 29300, - fdua puduh sembilan
rebe M raiws rupiady) hal int masth watar kavena tidak melebiti jarlf batas
atas. ... (wawancara tanggal 15 Oktober 2004 ),

Melihat jumlaly rata-rara penumpang tiap harinva vang mencapal + 1000 orang
penumpang/han yang menpgunakan jasa pelayanan pengangkutan dengan mobil bus
wmum  kelas ekonomi yang berasal dan termumal tawang alun jurusan Jember —
Denpasar, maka hal i perlu  mendapat perhatan  khusus,  wtamanya  tentang
petlindungan hukum penumpang dan PO ditinjan dan perjanjian yang dilakukan oleh
kedua belah pihak Dengan demikian hok dan kewajiban aiuara pemunpang dan PO

dapal terpenuln sesuai dengan aturan-aturan vang berlaku.
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2.2, Dasar Hukum
Dasar hukum vang digunakan dalam penelitian i adalah

[. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUII Perdata) pasal 1313:

)

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 {entang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan:

Lad

Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor KM, 35 Tahun 2003  tentang

Penvelengearaan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum:

1 keputusan Menten Perhubungan Nomor KM, 90 Tahun 2002 tentang Tanf Batas
Atas dan Batas Bawah Angkuran Penumpang Antar Kota Antar Propimsi Kelas
Ekonomi Dijalan dengan Mobil Bus Umum,

i keputusan  Direktur  Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 530/PR.301/

DRID2002 tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum

Kelas Ekononn pada Traves-Travek Antar Kota Antar Propinsi di Selurh
Indonesia; |

2 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. [ [85/PR.301/
DRID/2002  tentang Petunjuk  Pelaksanaan Mekamsme Pengawasan  Tant

Angkutan Penumpang Antar Kota dengan Mobil Bus Umum:

Lk

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. [186/PR.301/
DRID2002 tentang Pembernian Sanksit Administratif’ Terhadap Pelangearan vang
[nlakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum dalam Travek Tetap dan

Feratur

2.3, Landasan Teori
231 Perjmpan Pada Uimumnya
i Pengertian Perjanjian

KUH Perdata menggunakan kata “persetujuan”™ bukan “perjanjian™. didalam
pasal 1313 mengatakan bahwa “suatu persetijuan adalah perbuatan dengan mana satu .
eheanne atare fehilh mengikatkon divinva terhadip sati orang ataw lebith™.

Pengertian perjanjtan vang lengkap dan sempuma sangat sulit sekah dibertkan.
oleh karenanya banyak pendapat para sanjana vang juga memberikan pengertian tentang

perjanjian puna memperoleh pengertian perjanjian yang sempuna.antara lain -
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I Sofwan (1972:10). menjelaskan perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum
dimana seseorang atau lebih mengikatkan dininya terhadap orang lain”™;

b

Perjanjian  dhartikan  sebagar “suatu perbuatan  hukum mengenai harta  benda
kekayaan antaza dua pihak. dalam mana satu pihak berjanji atan diangpap berjanji
untik melakukan suaty hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain
berhiak menuntut pelaksanaan jany o™ (Melala, 1985 7); :

3. Subektt (1981.11), bahwa perjanjian adafah  “suatu peristiwa dimana seoTang
berpanp kepada orang lam atan dimana dua orang i saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal™

A Perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantars dua
orang atau lebih untuk memimbulkan akibu-akibat hukum vang diperkenankan oleh
wnuang-undang” ( Tirtodimingrat dalam Subekti 1979 1),

5. Muhammad (2000:225), perjanjian adulluh “suatu pérsetu_lmm dengan mana dua

orang atau lebih salmy mengikatkan din untuk melaksanakan suatu hal mengenai

harta kekayaan™

b, Asas-asas Hukum Perjangian
Asas-asas hukum perjanjian terdin dan 5 (lima) asas, vaitu -
I Asas Kebebasan Berkontrak,

Yang dimaksud dengan psas kebebasan berkontrak imi adalah setiap orang
bebas mengadakan suatu pegjanpan apa saja bark perjanpian ity sudah diatur dalam
undang-undang mavpun belum diatur dalam undang-undang

Karena hukum perjanpan ity mengikut asas kebebasan mengadakan suatu
perjanpan, oleh karena i disebut pula menganut sistem terbuka Hal un tercantum
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata vang berbunyi | “semua persetujuan yang -
dibuat secara sah beriaku sebagai indang-undang bagn mereka vang membuatnya”

Asas kebebasan sepertt vang disebut didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata bukan berarti bahwa tidak ada batasannyva sama sekali, melaimkan kebebasan

seseorang daiwn membuat perjanjian tersebut hanve sejaubl perjamtan vang dibuatnya
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ity tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketartiban umum  dan undang-imdang
sebagaimana disebut dalam Pasal 1337 KUK Perdata itu
2 Asas lukad Baik

hap orang yang membuat sunty penjanjian harus dilakukan dengan 1’tikad
bank. Aties itikad baik ini dapat dibedakan antara tikad bank yang subvekuf dan i'tikad
baik vang obyektif:

Inkad bk dalam pengertian vang subvektif dapat diartikan sebagm kejupuran
sescorang dalam melakukan suaty perbuatan hukum vatu apa yang terletak pada sikap
batin seseorang pada waktu diadakan perbustan hukum

Itnkad baik dalam pengertian vang obvekul, maksudnva bahwa pelaksanasn
suat perjanjian itu harus didasarkan pada norma Kepatutan atau apa-apa vang dirasakan
sestial dengan yang patut dalam masyarakat,

3 Asas Pacta Sun Servand,

Maksudnya adalah suatu untuk mendapatkan Kepastian hukum bagt para pilak
yang telah membuat perjanjian 1w, Asas ini dalam suitlu perjaniian vang mereka buat
mengikar sebagar undang-undang bagi para pthak vang membuatnya. 1m dapat kita Hhat
didalam kubah hukum perjangian,

4. Asas Konsensuil

Maksudnya adalah dalam suatu perjanpian cukup ada sumy kata sepakat dan
mereka yang membuat perjanjian itu tan pa ditkutt dengan perbuatan hukum lain, kecuali
perjanjian yang bersifat formil Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syaral sahnya
perjanjian

Syarat salmva suatn penjangan, bahwa hary sda kata sepakat dan mereka
yang membuat peranjian itu Asus ini penting sekali dalam suau petjanjian, sehab
dengan kata sepakat imi sudab timbul adanya suatu perjamjian scjak detik Iercapnya
hata sepakat.

Asas konsensualitas dapat kits lihat dalam Pasal 1320 K1H Perdata vany
berbunys “untuk sahnva suuu peranyan diperlukan 4 syarar™, i

[ sepakat mereka vang mengikatkan dirinya .

2 kecakapan untuk membuat suaru perjanjian ;
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3. suatu hal tertentu ;

4. suatu sebab vang halal.

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian.

Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian ity hanva berlaku bagi para pihak
yang membuatnya. Jadi pada asasnya semua perjanjian itu hanva berlaku bagi para
pihak yang membuatnza saja. tak ads pengaruhnya bagi pihak Ketiga dan pihak
ketigapun tak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut,
kecuali yung telab digtur dalam undang-undang, misalnva perjanjian giranst dan
perjanjan untuk pthak keripga (Meliala, 1985:18).

Asas berlakunya sualu perjanjian ind diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340
KUH Perdata.

¢ Personalia Dalam Perjanjian
Penyelasan mengenal personaba dalam perjanjian menurut Meliala (1985:13)
adalah “suatu perjanjian sebenarnya hanva berlaku bagi pthak yang membuatnya saja™.
Personalia didalam perikatan vang timbul karena suatu penjaniian sebenamya
terdapat dua unsur :
4. Unsur Pasif
Yang dimaksud dengan unsur pasif, vaiu pihak vang mendapat beban
kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian yang mereka buat,
dan biasanya disebut debitur
b Unsur Aktif
Yang dimaksud dengan unsur aktif adalah pihak vane mendapatkan hak-
hak atas pelaksanaan kewajiban u. dan ini basanva disebut dengan
kreditur,
Dengan demikian maka kreditur dan debitur adalah subyek atau personabia dalam suaty
petjanpian. Debitur adalah pibak- vang pesif atau pihak vang berhuting atay vang
berkewayiban meliksanakan sesuatu sedangkan kreditur adatal piliak vang akiif aau
pihak ying berpiutang atau vang berhak atas sesualu ity atay pihak vang mendapatkan

pelaksanaan kewajiban vang harus dilaksanakan (Meliala, 1985 13)
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Dikatakan subyek perjanjian di sini bisa berupa manusia pribadi, dan bisa pula

badan hukum. Keduanya sering juga disebut sebagai persoon,

d. Jems-jems Perjanjian

Jenis jenis penanjian berdasarkan kriteria masing-masing, yatu -

1.+ Penanjian timbal balik dan sepihak.

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewayiban berprestasi. Penanjian timbal
balik adalah perjanjian vang mewajibkan kedua belah pihak berprestast secara tinbal
balik, misalnva jual beli, sewa-menvewa, tukar-menukar,

Perjanjian scpihak adalah perjanjian vang mewajibkan pihak yang satu
berprestast dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menertma prestasi. imsalnya

perjanjian hibah, hadiah.

2. Pepanpan bermama dan tak bermama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri,
vang dikelompokan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas,
misalnva jual beli, sewa-menvewa, tukar-menukar, pertanggungan. pengangkutan,
melakukan pekerjaan, dll. Dalam KUH Perdata diatur dalam titel V sd XVII dan diatur
dalam KUHD.

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyar nama lertentu
dan jumlahnya ndak terbatas.

3 Penpanpan obligator dan kebendaan.

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang memmbulkan hak dan kewapiban.
misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga. penjual
wajib menverahkan benda dan pembeli wajih membayar harga, penjual berhak atas
pembayvaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. : F

Perjanjian kebendaan adalah perjanpan untuk memindahkan hak milik dalam
jual  Seli. hibah, tukar-menukar - Sedangkan  dalam perjanjian  lamova  hanva
memindahkan penguasaan atas benda (hezt ). misalnya dalam sewa-menyewa, pinjam

pakai dan pada
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4. Perjanjian konsensual dan real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian vang terjadinva itu baru dalam tarafl
menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjaryian bam tercapai
apabila ada undakan realisasi hak dan kewajiban tersebut.

Perjanyian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi Lujuean
perjanjian, yaitu pemindahan hak. Dalam hukum adat, perjanjian real Justru yang febih
menonjol sesuar dengan sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian vang obyeknva benda
tertentu, seketika terjadi persetujuan serentak ketika it juga terjadi peralihan hak. Im

disebut kontan (tuna) {Muhammad_ 2000:228)

e, Svyarat-syarat Sahnva Perjanjian

Perjanjian vang dilakukan oleh manusia pribadi maupun badan hukum supava
sah dalam melakukan perbuatan hukum harus memenuhi syarat-svarat tertentu, adapun
syarai-svarat tersebur adalah

I Orangnva harus sudah dewasa;

2. Orangnya schat pikirannya atau mengetahui dan mengerti apa yang

diperbuatmva;

tad

Tidak dilarang oleh peraturan hukum atau diatasi dalam hal melakukan
perbuaran hukum vang sah

Dalam soatu perjanjian, ketiga svaral itu harus ada. jika tidak maka perjanjian it
menjadi tdak sah atau juga dapat dibatalkan. Walaupun demikian ada pula
pengecuahannya. arfinva sekalipun ketiga syarat itn tidak  dipenuhi masth  dapat
melakukan perbuatan hukum sepert misalnya orang vang belum dewasa. tindakannya
1t tetap sah dengan cara diwakilkan kepada walinya. begitu juga bagi orang vang tidak
sehat pikirannya bila mau melakukan perbuatan hukum tindakannya itu adalah sah

dengan cara diwakilkan kepada pengampunya (Meliala. [985: T.rh .
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2.3.2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Defimsi perjanpan pengangkutan, adalah perjanjian timbal balik antara
pengangkut  dengan  pengirim, dimana pengangkut mengikatkan  diri  untuk
menyelengparakan pengangkutan barang dan/atau orang dan svatu tempat ke tempat
twjuan lerteniu dengan selamat, sedangkan penginm mengikatkan diri untuk membayar
nang angkutlan {Purwosuatjipto, 19952,

Adpi, dkk (1991:6), membenkan defimst tentang perjanjian pengangkutan
tidak lain adalal .

Sebuah perjanjian timbal balik, pada muana pihak pengangkut mengikat dir
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat
tujuan tertentu, sedangkan pihak lamnyva (pengirim-penerima, pengirim atau
penerima; penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya
tertentu untuk pengangkutan tersebut

Muhammad (1998:13), memberikan definisi perjanjian pengangkutan adalah
“Kegiatan permuatan ke dalam alat pengangkul, pemindaban ke lempat tujuan dengan
alat pengamgkut, dan penurunan’pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenar
penumpang ataupun barang™’

Kegiatan pengangkutan meliputi 3 dimensi pokok, vaihu;

a. pengangkutan sebagai usaha (husmesy);

b. pengangkutan sebagal perjanjian (agreement);

c. pengangkutan sebagai proses (process):
Pengangkutan sebagai usaha (husiness) mempunyar ciri-an sebagai bertkur |

a.  berdasarkan perjanjian;

b, kematan ekonomi di bidang jasa:

¢ berbentuk perusahaan.

d. menggunakan alat penganghut mekamk,
Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifal hsan (ndak tertulis) tetap
selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat
tertulis yang disebut perjanjian carter (charrer ,-er_r-j, sepertl carler pesawat ndara !1-:11‘111-.

pengangkutan jamaah hap. carter kapal uniuk penganghuran barang dagangan Jadi
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perjanjian pengangkutan pada ummmnya diadakan secara lisan. vang didukung oleh
dokumen vang membuktkan bahwa perjanjian itu sudah terjadi.
Pengangkutan sebagai proses, vaitu serangkaian perbuatan mulm dan pemuatan ke
dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju ke tempat vang telah ditentukan, dan
pembongkaran atau penurunan di tempat (wuan. Pengangkutan sebagar proses
merunakan sistem huk::m yang mempunyai unsur-unsur sistern, yaitii -
a. Subjck (pelaku) hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanpan dan
pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan,
b Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya pengangkut sclalu berstatus
perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum

¢.  Obek hukum pengangkutan. vaitu alat pengangkut, muatan. dan biava angkutan.

d. Penstowa nukum pengangkutan, vaitu proses penyelenggaraan pengangkutan
e [ubungan hukum pengangkutan, vaitu hubungan kewajiban dan hak antara
pihak-pihak  dan  mercka wvang berkepentingan  dengan  pengangkutan
(Muhammad, 1998:12).
[Indang Undang Nomor 14 Talun 1992 tentang Lalu Lintas dan Anekutan
Jalan, Bab 1 Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian angkutan vaitu “angkutan adalah
permindahan  orang  danfatan bamnz  dan satu tempat Ke tempat lan dengan
menggunakan kendaraan™
Keputusan  [hrektur  Jenderal Perhubungan  Darat  Nomor Sk
| 1B6/HK 402/DRIDV2002  tentang  Pemberian  Sanksi  Admmstratf  Terhadap
Pelanpparan Yanp Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum  Dalam
Travek Terap Dan Teratur, Bab | Pasal 1 avat (1) merumuskan definisi dan angkutan
uminn adalah “pemindahan orang dar satn tempat ke tempat yang lain dengan

mengeunakan kendaraan nmum

2 3.3, Pengertien dan Penertuan Tanf Angkutan
Fant atau vang basa disebur sebagar buva angkutan mempunya pengertian
adalah “"Konira prestasi terhadap penyelenggaraan angkutan vang dibavar oleh penginm

atau penerima alau penumpang kepada pengangkut®” (Muhammad. | 998:86 ),
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Kitab Undang-Undang Hokum Dagang (KUHD) merumuskan bahwa “‘pada
angkutan barang biava angkutan dibayar setelah tiba ditempat tujuan kecuali jika
diperjanjikan lam. sedangkan pada angkutan penumpang biava angkutan harus dibayar
lebih dulu™ Muhammad (1998:86).

Menurut Purwosutjipto (1995:2) dijelaskan bahwa *'kewajiban pengirim ialah
membayar wang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelengearaan pengangkutan
vang dilakukan oleh pengangkut’”.

Pengertian dan tanf tdak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan,
melainkan hanyva asas dari pembayaran biava angkutan/taril . Asasnva adalah semua
biava angkutan dibayar lebih dahulu, kecuali jika diperjanjikan lain, Dengan demikian,
asasnya adalah biaya angkutan dibayar lebih dahulu, sedangkan pembayaran kemudian
adalah pengecualian, Asas im terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan
antara lam |
I Undang-Undang No. [3 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (UUKA)

menggantikan Sth. No. 262 Tahun 1927 tentang Pengangkutan Kereta Api.

I~d

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan
(LUAT) menggantikan | Indang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Latu Lntas

Angkutan Jalan Raya.

L

Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (LILPL)

menggantikan  Undang-Undang No. 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan.

Namun Ordonansi Pengangkutan Udara Sth. No, 100 tahun 1939 dinvatakan

masih tetap berlaku sepanjang tdak bertentangan dengan undang-undang 1.

4 Undang-Undang No. 21 Tabun 1992 tentang Pelayaran (UTUAP) menggantikan
semud perundang-undangan Hindia  Belanda  vang  berhubungan dengan
pelavaran (lihat Pasal 131 Undang-Undang No. 21 'I‘ahuﬁ 1992)

Pasal 333-f Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan
bahwa biaya pem=liharaan penumpang selama pengangkutan termasuk dalam biava

anckutan. Dengan demikian, biava angkutan meliputi 2 (dua) unsur, vaitu ;



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I8

1. Kontra prestasi penvelenggaraan pengangkutan |

Ixd

Biaya pemeliharaan yang terdin dan biava makan, minum, dan pelayanan
sclama pengangkutan berlangsung.

Perhitungan jumlah biaya angkutan ditentukan juga oleh beberapa hal benkut

i

i, Jenis angkutan, vain angkutan darat, perairan, dan udara. Setiap jenis anghkutan
taril brava angkutan berbeda

h Jemis alat pengangkut, yaitu Kereta api, bus, truk, kapal dan pesawatl udara
pelayanan dan penikmatannva berbeda, sehingga berbeda pula tanf  biava
angkutan,

. Jarak angkutan. vaitu jauh dekamvya angkutan menentukan juga tanf biaya
anglkutan.

d Waktu angkutan, vaitu cepat atau lambat menentukan besar dan kecilnva tanl
bnava angkutan

& Sifat muatan, yaitu berbahava mudah rusak, mudah pecah, mmdah terbakar,

mudah meledak, restko kerugian lebih besar. dengan demikian menentukan pula
besarnya tarif biaya angkutan

Struktur dan polongan tarif angkutan ditetapkan olch pemerintah. Untuk angkutan

dengan :

4. kereta api diatur dalam Pasal 30 UUKA ;

b kendaran umum diatur dalam Pasal 42 UUAJ

c. kapal niaga diatur dalam Pasal 75 UUAP ;

d. pesawat udara maga domestik diatur dalam Pasal 40 ULPLL

Dalam penctapan struktur dan golongan tanl. pemerintah memperhatikan Kepentingan

masvarakat dan kepentingan badan penvelenggara angkutan. yaitu

i Perusahaan umum kereta api (Perumka), ),
h Pernsahaan angkutan wmim,
& Perusahaan angkutan maga.

il Perusahaan angkutan ndara miaga ( Muhammad, | 998 15).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

Pemerintah menetapkan tanf yang berorientasi kepada kepentingan dan
kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif
tersebut, perusahaan wmum kereta api, perusahaan angkutan umum. perusahaan
angkutan laut maga. dan perusahaan angkutan udara niaga menetapkan tarif vang
beronentasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan pcavelenggara
dalam rangka memingkatkan mulu pelayanan serta perluasan jaringan angkutan.

Tanf angkutan lintas batas ditetapkan berdasatkan perjanjian antara kedua
negara. Demikian juea tarif anghotan udara niaga internasional ditetapkan berdasarkan

perianjian intemasional.

234 Pengertian Penumpang

i

Undang-Undang Nomor 13 Tahuni%92 tentang Perkereta-apim (UUKA)

dalamn Pasal 1 butir (9 merwmuskan baliwa -
“Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yung mengeunakan jasa
angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang”. '

Undang-Undang Nomor |4 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (UUAL) dalam Pasal 1 butir (10) ditentukan bahwa
Upengeuna jasa adalall setiap orang dan/atan badan hukum yang menggunakan jasa
angkutan. baik untuk angkutan orang manpun barang”

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (LIUPU)
dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelavaran (UUAP) tidak dijumpai
Pasal mengenan pengguna jasa. Dart dua Pasal tersebut diatas. dapat disimpulkan bahwa
" pengguna jasa’ adalah penumpang dan‘atau pengirim barang.

Abdulkadir Muhamimad (1998:80) berpendapal baliwa dalam perjanjian
pengangkutan  orang. penumpang adalah  “orang vang menpikatkan din untuk
membayar biaya pengangkutan atas dirinya yvang diangkuc'™, lebib lanjut Abdulkadir .
Muhammad ( 1998:80) menvatakan bahwa, dalam perjanjian pengangkutan, penmpang
mempunyar dua status, vaitu “sebagal subvek karena dia adalah pihak dalam perjanyian,

dan sebagar obyvek karena dia acalah muatan vang diangkut”™
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Subekti (1996:70) berpendapat bahwa, “sebagal pihak dalam perjanjian
pengangkutan, penumpang harus mampu melakukan perbuatan hukum atan mampu

membuat perjanjian seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 1320 K111 Perdata™

2.3.5. Pengertian Bus Kelas Ekonomi

Rumusan di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.330/PR301/DRID2002 tentang Taril Jarak Angkutan Penumpang Dengan Mobil
Bus Umum Kelas Ekonomi Pada Trayek Travek Antar Kota Antar Propmsi Di Seluruh
Indonesia, Pasal | avat (1) membenikan definisi bus kelas ekonomi bagi mngkutan
penumpang umuin antar kota antar propinsi adalah -

“bus lanpa fasilitas pelayanan tambahan™

23.6. Pengertian Travek

Reputusan Menten Pewbungan Nomor : KM, 35 Tahun 2003 tentang
Penvelenpgaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum  Pasal | angka 4
memberikan pengertian bahwa -
“trayek adalah kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil
bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal retap

maupun tidak berjadwal”

237, Pengertian Angkutan Antar Kota Antar Propinsi

Keputusan Menter1 Perhubungan Nomor - KM. 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Pasal | angka 7
memberikan pengertian bahwa -
“angkutan antar kota antar propinsi adalsh angkutan dari satu kota ke kota lain vang
melalur antar daerah Kabupaten/Kota vang melalui lebih dari satu dacrah Propins:

dengan mengpunakan mobil bus wmum vane terikat dalam travek”. -
L £ vt .
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BAB 11
PEMBAHASAN

3.1.  Bentuk Perjanjian Penganghutan Antara Perusahaan Otobus dengan
Penumpang I

Perjanjian yang dilakukan Perusahaan Otobus sebagar penvelenpoara jasa
pengangkutan dengan penumpang merupakan jenis perjanjian yang tertuang didatam
KU Perdata pasal 1313, Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat
hisan (nidak tertulis) tetapr selalu didukung oleh dokumen angkutan Perjanjian
pengangkutan dapat juga dibuat tertulis vang discbul perjanjtan carter ( charter party ),
sepertl carter pesawat udara untuk pengangkutan jamaah haji, carter kapal untuk
penganghutan barang dagangan. Tadi, perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan
secara hsan vang didukung oleh dokumen vang membuktikan bahwa perjanjian it
sudah terjadi

Perjanjian im tertuang dalam bentuk karcis penumpang. Dasar hukum dar
karcis penumpang sebagar bukti telah dilakukan suatu perjanjian antara penumpang
dengan PO adalah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan pasal 43 avat { 1) vang berbunyt
“pengusahia angkutan umum wajib mengangkwt orang dan atau barang, setelah
discpakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembavaran biayva angkutan
olch penumpang dan‘alau pengirm barang ™
avil (2) “Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda buky telal

terjadinya perjaniian angkutan pembayaran biaya angkutan”

Dibayarnya karcis oleh penumpang kepada PO melalw kondektur dari
armada bus maka kedvanya terikal untuk melakukan suatu perbuatan hukum terteniu
vang didalamnya terdapat hak dan kewapiban bagi pihak penumpang dan penganghut,

perbuatan hukum i lebih dibebankan kepada PO vang diwakili oleh anmada bus vaitu
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dengan menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang dan suatu tempat ke
tempat tujuan tertentu dengan selamat.

“...dan suatu tempat ke tempal tujuan tertentu” mempunyal makna bahwa
penumpang berangkal dan suatu tempat menuju tempat tertentu dengan mengsunakan
Jasa pengangkutan. Artinya penumpang dengan telah membavar karcis berhak untuk
diantarkan sampa tempat/tiyjuan  dan - PO melalui  salah  sati armada  busnva
berkewajiban mengangkut sampai tujuan Llertentu tersebut, apabila ditengah jalan terjadi
pemmdahan penumpang dari satu anmada bus ke armada Bus vang lam sebelum
penumpang tiba di tempat/tujuan maka hal i bukan merupakan suatu pelanggaran,
karena penumpang tetap akan diantarkan sampar tempat/tujuan tertentu vang telah

disepakat walaupun penumpang tidak diangkut oleh awak bus vang telah melakukan

perjanjian denganmy:

Uratan diatas sedikit berbeda dengan keterangan vang dibenikan Dinas
Perhubnmpan melalui Balar Lavanan LLAJ Propinsi Jawa Timur di Jember vang
bertanggung  jawab terhadap penpawasan dan penyelenggaraan  penpangkutan
penumpang dengan mobil bus umum pada travek antar .kma Antar propinsi, vaitu -

. karcis bukan merupakan suatu peganjian melainkan mempakan suatu
tanda bukti penyelenggaraan penpangkutan orang di jalan dengan mobil bus
winwm dan tindakan petnindaban penumpang sebelum tba ditempat tujuan
bukan merupakan suatu bentuk pelangearan karena penumpang tetap akan
diantarkan sampai tujuan yang telah ditetapkan (wawancara tanggal |3
Oktober 2004).

[al 1 dijelaskan, apabila karais dianggap sebagar perjanpan maka didalamnya terdapat
ketentuan-ketentuan vang berupa kesepakatan antara dua belah prhak, antara pihak
penyelenggara vaitu PO dengan pihak penumpang sebagai pengpuna jasa, sedangkan
karcis penumpang lersebutl diatas, didalamnya tidak terdapat hak dan kewajhan para

pihak atau vane diperjanjikan antara kedua belah pihak.

Sifat perjanjian pengangkutan adalah nmbal balik, artinva kedua belah pihak.
baik penpangkul maupun pengirim  masine-masing mempunyai kewajiban  sendiri-
sendin.  Kewajiban  pengangkut  alah menvelenpparakan  pengangkulan  barany

dan‘atau orang dan suatu tempal ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan
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kewajiban pengirim 1alah membavar uwang angkutan. Istilah ““menvelengearakan
pengangkutan™ berarti, bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh
pengangkul atau difakukan oleh orang lain atas perintalnya. Istilah *'dengan selamat’™
mengandung arti. bila pengangkutan berjalan dengan “tidak selama”™ i menjadi
tanggung jawab pengangkut. Keadaan “"tidak selamat™ ini hanya mempunvai dua ar),
yaiti - ba'angnya tidak ada, lenvap atau musnah, sedang arti kedua 1alah barangnyva ada,
tetapl rusak sebagian atau seluruhnya, Barangnva tidak ada itu mungkin disebabkan
karena terbakar, tenggelam, sengajn dilempar ke laut, dicurt orang atau karena sebab
fain, Kalau barang itu rusak. batk sebagian atau selurubnyva, sedemikian rupa selinggea

barang itu tidak bisa dipergunakan sebagamana mestinva (Purwosutjipto, 1995:2).

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan penumpang dengan mobil bus
umum adalah PO vang diwakili oleh awak armada bus sebagai pihak penvelengpara jasa
penganekutan dan penumpang sebagal pengouna jasa pengangkutan.

Pihak penyelenggara jasa pengangkutan ataw perusahaan angkutan wnum
adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan
kendaraan umum di jalan. Syarat-syvaratnya terdapat dalam Undang Undang Nomor 14
Fahun 1992 Pasal 41, yaitu:

(1) Lisaha angkutan orang danfatan barang dengan kendaraan umum, dapat
dilakukan oleh badan hukum Indonesia atan Warpga Nepara Indonesia,

(2} Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum sebagaimana
dimaksud dalaimn avat (1), dilakukan berdasarkan izin.

(31 denis, persvaratan, dan tata cara untuk memperoleh 1zin sebaganmana dimaksud
dalam ayat (2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemermtals,

Abdulkadic Muhanmad (1998:80). berpendapat bahwa dalam perjanjian
pengangkutan  orang, penumpang adalah “orang  yvang mengikatkan dim ountuk
membavar biaya pengangkutan atas dirinya vang diangkat” | selanjutnva Abdulkadir
Muhammad (1998.51) menjelaskan bahwe dalam perjanjian pengangkutan. penumpang
mempunyar duz status, yaitu “sebagar subvek karena dia adalah pihak datam perjanjian,

dan sebagal obyek karena dia adalal muatan yang diangkut”



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Undang-lndang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkereta-apian (UUKA)
dalam Pasal | butir (9) merunuskan bahwa “pengpuna jasa adalah setiap orang
dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api. baik untuk
angkutan orang maupun barang'”.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LUAJ) dalam Pasal | butir (10) ditentukan balwa “'pengguna jasa adalah setiap
orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan
orang maupun barang™” :

Dalam Undang-Undang Nomor !5 Tahun 1992 tentang Penerbangan
(ULIPLY) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (UUAP) tidak
dijumpai pasal mengenai pengguna jasa, Dan dua pasal tersebut diatas, dapat

disimpulkan bahwa ““pengpuna jasa’ adalah penumpang dan/atan pengirnm barang,

3.2, Hak dan Kewajiban Perusahaan Otobus dengan Penumpang
Penyelenggaraan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil bus
umum kelas ekonomi antara PO denpan penumpang akan melahirkan hak dan

kewajiban bag para pihak. vaitu:

3.2.1. Hak dan Kewajiban Perusahaan Otobus
Perusahaan Otobus mempunyai hak kepada penumpang, vaitu .

|, menenima pembayaran biava angkutan dan penumpang:
Pembayaran biava angkutan im berupa karcis angkutan yang merupakan tanda
bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan. Pembavaran vang dilakukan
penumpang dalam travek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek seperti
pada angkutan kola dan pedesaan, vang lanmnya tidak memaka karcis juga
dianggap sebagai bukti terjadinya perjanjian pengangkutan,

2 -menurunkan penumpang dan‘atan barang  vang  dianpkal  pada  tempat
pemberhentian terdekat. apabila ternvata penumpang dansatau barang yang

diangkut dapat membahavakan keamanan dan Keselamatan angkutan,
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Pertimbangan yang digunakan untuk dapat menurunkan orang dan/atau barang
yang diangkut benar-benar harus dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum
dan norma kepatutan, misalnya dalam hal melakukan keributan di dalam
kendaraan  schingea mengganggu  penumpang  lainnva.  walaupun  telah
diperingatkan secara patut atan barang yang diangkut ternyata barang berbahaya
atan dapat mengganggu penumpang.

Pengertian tempat pemberhenban terdekat adalah tempal-tempat vang telah
diluni oleh manusia. misalnya suara kota atau desa atau tempat-tempal VHTLE

diangear lavak untuk menurunkan penumpang dan/atan barang yang patut

diketahw sebagai barang berbahaya.

pengusaha angkutan umum dapat mengenakan tambahan biava penyimpanan
barang kepada pengirim dan/atau penerima barang, yaig tidak mengambil
barangnya, di tempat tujuan dan dalam waktu vang telah disepakan;

pengirm dan/atan penerima barang hanya dapat mengambil barang setelah bizva
sebagaimima dalam poin 3 dilunasi;

barang yang tidak diambil sebagmmana dimaksnd dalam poin 3 lebih dar wakt
tertentu, dinvatakan sebagal barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang
sestial ketentuan peraturan penumdang-undangan yang berlaku,

pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau
lukanva penwnpang vang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan;
pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugman atas
barang bawaan penumpang. kecuali apabila penumpang dapat membuknikan
bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengusaha
angkutan umum,

pengusaha angkutan umum tdak bertanggung jawab terhadap kKerugian yang
diderita oleh pihak ketipa yang tmbul dan penvelenggaraan penpangkutan, -
kecnali pika pihak keriga dapat membuknkan  bahwa  kerugian  tersebut
dischabkan kesalaban penzusaha angkutan umum,

Hak umtuk mengajukan keberatan dan permintaan ganli rugi dao pihak ketiga

kepada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan
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Cox

selambal-lambatnya 30 (tiga puluh) han terhitung mulai tanggal terjadinya
kerugian,

Perusahaan Otobus memiliki kewajiban kepada penumpang, yvaitu
pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang. setelah
disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilekukan pembayaran biava
angkutan oleh penumpang,
ketentuan wajib angkut 11 dimaksudkan agar perusahaan angkutan umum tidak
melakukan perbedaan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan, sepanjang
penggumig jasa  angkotan  telah memenuhi  persvaratan  sesual - perjanjian
pengangkutan yang telah disepakati,
pengnsaha angkutan wmum wajib mengembalikan biava angkutan vang telah
dibavar oleh penumpang dau atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan
pemberangkatan kendaraan umum; ‘
pengisaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
pemnnpang, pengirnn barang atan pthak ketipa karena kelalaiannya dalam
melaksanakan pelayanan angkutan,
tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang dimula sejak
diangkutnva penumpang sampai di tempat tujuan pengangkutan vang telah
disepakati;
besamya ganti tugl adalah sebesar kerugian yang secara nyata didenta oleh
penumpang,

Tidak termasuk dalam pengertian Kerugian vang secara nvata didenta antara lain

adalah ;

a. keuntungan yang diharapkan akan diperoleh:

b. kekurang-nvamanan vang diakibatkan karena kondisi jalan. atau jembatan
vang dilalin selama dalam perjalanan;

c.  biava atas pelayanan yang sudab dinikmati.

ranggung jawab pengusaha angkutan umum techadap pemilik barang, dimulal

sejak ditenimanaya barang vang akan diangkut sampai discrahkannya barang

kepada pengirim dan/atau penerima barang,
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7. pengusaha  angkutan  umum  wapb  mengasuransikan  tanggung  jawabnya
sebagammana dimaksud dalam poin 1;
PO mengasuransikan penumpang dan barang vang diangkutnyva kepada Pennm
Jasa Raharja.
8 setiap pengemudi kendaraan vmum vang mengoperasikan mobil bus dan/atau
mobil penumpang harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan -
penumpang serta tata cara pelayanan dan keselamatan angkulin umom;
Tata cara menatkkan dan menurunkan penwmpang adalah sebaga benkut
a h terminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan
dan tempat-tempat lain vang telah ditentukan;

b. menaikkan penumpang dan pmtu depan dan menurunkan penumpang

dan pintu belakang secara ru:m'b dan teratur, kecuali yang tidak berpintu
panda;

¢ dalam menzikkan dan menurunkan penumpang. kendaraan harus dalam
keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas

serta membahayakan penumpang.

3.2.2. Hak dan Kewajiban Penumpang
Penumpang mempunvai hak dan kewajiban kepada PO berdasarkan KM
Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan
Kendaraan Umum, Pasal 43 vaitu :
| penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukt atas pembayaran biaya
angkutan vang telah disepakat;
2. bagi penumpang vang telah diberi tanda bukti pembavaran sebagaimana
dimaksud dalam avat (1), berhak mendapatkan pelayanan secsuai dengan

perianjian yang tercantum dalam tanda bukt pembayaran.

i

bagi penumpang vang telah memiliki bukii pembayaran dan/atau  telah
membavar biava angkutan, tidak dibenarkan dibebanmi biaya tambahan atao

kewajiban lainnya di luar kesepakatan,
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4. penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya
maksimal 10 kg per-penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian

operator/awak armada bus dengan penumpang;

3.2, Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan
Wanprestasi

langgung jawab hukum ini dibebankan kepada para pihak vang melakukan

perjanjian pengangkutan yaitu penumpang dan PO. dibawah ini akan diuraikan tentang

tanggung jawab hukum masing-masing pihak.

331 Tanggung Jawab Hukum Apabila Penumpang Melakukan Wanprestasi

Penumpang  merupakan  unsur  akul' dalam  pemjanjian pengangkutan
penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi, artinya penumpang adalah pihak
vang mendapatkan hak-hak atas pelaksanaan kewajiban itu (Mehala, 1983:13),

Menurut keterangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember lentang
kewajthan penumpang, vaitu :

penumpang  berkewapiban untuk membavar biaya angkutan sesi
tujuannya, apabila tidak dipenuln kewajibannya maka awak bus berhak
menurunkan penumpang di tempat pemberhentian selanjutnya (wawancara

tanggal |0 Oktober 2004)."

Menurut keterangan vang dibenikan oleh awak bus, menjelaskan bahwa -

. kalau penumpang tidak membavar Karcis, maka akan diturunkan (i
tempat tersebut. Bila tempat itu sep, misalnva v daerah Gunung Gurtir
maka akan diturimkan di tempat benkumva yane ada  penduduknyva

{wawancara tanggal 10 Oktober 2004 )"

Menurut keterangan dart Dinas Perhubungan melaln Bala | avanan LLAJ

Propms Jawa Timur di Jember. disebutkan bahwa
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“...tidak ada sanksi yuridis bagi penumpang bila ia tidak memenuhi
kewapibannya yaitu membayar biaya angkutan (wawancara tanggal [5
Oktober 2004},

3.3.2. Tanggung Jawab Hukum Apabila PO Melakukan Wanprestasi

PO merupakar unsur pasif dalam perjanjian pengangkutan penumpang
dengan mobil bus umum kelas ekonomi. artinya PO adalah pihak yang mendapat beban
kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian vang mereka buat

Jems-jenis pelanggaran vang dilakukan oleh PO diatur dalam Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor © SK. 1186/ HK 402 /DRID/20(2 rentang
Pemberian  Sanksi  Adminismratif Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh

Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur pada Bab 11
Bagian Pertama, vaitu
Pasal 2 ;
(1) Penyelenggaraan angkutan penumpang umum di jalan harus memenuhi *
4. persyaratan administranf
b. persyaratan pengoperasian.
(2)  Persvaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b, meliputi;
a. pelaksanaan pengoperasian:
b, ketentuan tentang tanf:
¢ ketentuan tentang pelayanan.
(3} Tdak terpenuhimya persyaratan sebagaimana dimaksud pada avit (1) merupakan
pelanpparan yang dapatl dikenakan sanksi.
Pasal 3 .
(1) Jems pelanggaran terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 avat (1) hurul a meliputi -
. lidak melaporkan apanla rerjadinya perubahan kesemilikan perusahaan:
b, tidak melaporkan apabila terjadinva perubahan domisili perusshaan;
¢ tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;

d. ndak melaporkan pemindah tanganan Kartu pengawasan:
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f.

belum melunasi furan wajib asuransi pertanggungan kecelakaan:
tidak mengembalikan surat keputusan dan/atau kartu pengawasan setelal

terjadi perubahan ijin trayek.

(2) Jenis pelanggaran terhadap pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud

(3)

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi

a

d,

o

m

mengoperasikan kKendaraan vang tidak memenuhi persvaratan tekhnis dan laik

Jalan;

fidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan vang sah vang terdin dan Kartu
Pengawasan, STNK. Buku Up dan Tanda Uji Kendaraar Bermotor:
mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan:

mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku ijin traveknva;
melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan sehingea menimbulkan
kecelakaan vang mengakibatkan korban jiwa;

menggunakan Kartu Pengawasan ganda;

mengoperasikan  kendaraan cadangan  tidak  dilengkapi  dengan Kartu
Pengawasan kendaraan yang digantikan;

pengurangan/penambahan identitas kendaraan:

menggunakan 1jin insidentil lebih dari satu kali perjalanan pulang pergi:

tidak mematuhi jadwal perjalanan yang tercantum pada Kartu Pengawasan:
tidak mematuhi wakiu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
mempekerjakan awak kendaraan vang tidak memenuhi persvaratan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan pengemudi
dari pernsahaan yang bersangkutan;

tidak melayany rravek sesuai dengan 1 in travek yang diberikan:

menatkkan  dan menurunkan  penumpang tidak pada tempat vang telah

ditentukam

Pengenaan sanksi -berdasarkan keputusan i terhadap pelanggaran ketentum

schagamana dimaksud pada avat (2) huruf e dan humf ¢ tidak menutup

kemungkinan untuk diproses sebagai tindak pidana vang perlu ditetapkan oleh

pengadilan,
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(4) Pelanggaran terhadap ketentuan tarif sebapaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal

(2) huruf b, vaitu pelanggaran terhadap taril penumpang yang ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku, yang meliputi:

a, Dbesaran tanl penumpang umum kelas ckonomi, melipun

1)
2)
3)
4)
5)
&)
7)

tarif angkutan lintas batas negara;
tanf AKAP;

tarif AKDP:

tarit angkutan kota,

tarif angkutan perkotaan;

tarif angkulan pedesaan;

larif anpgkutan perbatasan

b, pelanggaran admimistras: tanf angkutan penumpang umum kelas ekoumi,

meliputi

1)
2)

3)

tidak mengumumkan tanf berlaku;

tidak mencetak besaran tarif pada tiket;

mengenakan taril tidak sesuar dengan vang diumumkan, tetapt masih
diantara atau sama dengan tanl batas atas dan tanl baas bawah antok

angkutan antar kota,

{5) Pelanggaran terhadap ketentuan pelavanan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 2

aval (2) huruf ¢, meliputi |

a

tidak  memelihara kebersihan dan  kenvamanan kendaraan yang
dioperasikan:

mengoperasikan kendaraan  fidak  sesum dengan  jems  pelavanan
berdasurkan m travek yvang dimmliki;

mempekenakan awak kendaraan vang tidak dilengkapi dengan pakaian
seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;

tidak membenkan peluvanan sesum dengan jems pelavanan dan trayek

vitne thitentukan,

Klasifikasi pelanggaran dan sanksinva diatur dalam Pasal 7 5K 1 186/HK 402

DRI 2002 Secara gans besar pelangparan dibagt menjadh 3 (thiga), vaitu
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a.  pelanggaran ringan:
dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperbolelikan memperluas 1jin trayek
paling lama 24 {dua puluh empat} bulan dan berupa pembekuan i trayek paling
lama 13 (tiga belas) mingeu atau peringatan tertulis.
b. pelanggaran sedang;
dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan ijin trayek sampai dengan paling
lama 6 (enam) bulan dan penundaan perluasan ijin travek paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan
¢ pelanggaran berat
dikenakan sanks1 administrasi berupa pencabutan ijin travek.
Pasal 8 SK.1186/HK 402 /DRIDV2002 menyebutkan apabila ada pengulangan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Galam kurun waktu masil menjalan)

sankst ringan dan sedang, melakukan pelanggaran lagi, maka sanksi vang dijatubkan

terhadap pelanggaran kedua ditambah dengan sisa sanksi yang masih dijalan
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembabasan vang telah penulis paparkan dimuka, maka
kesimpuian vang dapat diambil adalah sebagai berikut
I Bentuk perjanjian pengangkutan antara Perusaliaan Otobus dengan penumpang
adalah secara lisan dan didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa
peranjian it swdah tenadi. Dokumen terschut tertuang dalam bentuk  karcis

penumpang. dasar hukumnya adalah UU Nomor 14 Tahun 1992 pasal 43 avat (2)

yang betbunyt “Karcis penumpang atau surat angklit'ml barang fn—:rrupukun tanda
bukti telah terjadinya perjanjian angkutan/pembayaran biaya angkutan'”.
2. Hak dan Kewajiban Perusahaan Otobus dan penumpang ;

a Perusahaan Otobus mempunyai hak dan kewapban kepada penumpang
berdasarkan ULl homor 14 Tahun 1992 pasal 43 ayat (1) yang berbunyi
“pengusaha anghutan umum wajib mengangkul orang dan/atau barang, setelah
discpakatinva perjanjian pengangkutan dan‘atau dilakukan pembavaran biayva
angkutan oleh penumpang  dan‘atan pengirim  barang”. Juncto  Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penvelengearaan
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Unmnan pasal 86 — 91

b. Penumpang mempunyal hak dan kewajiban kepada Perusahaan Otobus
berdasarkan Kepitusan Menteri Pethubungan Nomor 35 Tahun 2003 pasal 43
ayat{ 1) —{4), yatu
1. penumpang Kendarasn Lmlur-n berhak diber tanda buky atas pembayaran

biaya angkutan vang telah disepakai,

2 bagi penumpang vang lelah diben tanda bukt pembavaran sebagaimana
dimaksud daia ayal (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan

perjanyran yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran,
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3. bag penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan‘atau telah
membavar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau
kewajiban lainnya di luar kesepakatan;

4. penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi vang tidak dikenakan
biayva maksimal 10 kg per-penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai

perjanjian operalor’awak armada bus dengan pruumpang.

3 Tangpung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

i.

Tanggung jawab hukum penumpang apabila melakukan wanprestasi kepada PO
dengan tidak dibayamva biaya angkutan adalah diturunkan dari bus sebelum 1iba
di tempat twjuan, Dasar yang digunakan adalah UU No. 14 Tahun 1992 tentang
LEAJ Pasal 43 avat () vang berbunyt “pengusaha angkutan wmum wagib
menganghut  orang dan/atan barang,  setelah  disepakatinga  perjanjian
pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biava angkutan oleh penumpang
dan‘atau pengirim barang” ..

Tanggung jawab hukum PO apabila melakukan wanprestasi kepada penumpang
adalah dikenakan sanksi admmmstrast (Keputusan Dirjen Perhubungan Daral
Nomor 1186 Tahun 2002, Pasal 3 avat (2) humf a-d.f. dan h-n) dan sanksi
yundis (Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 1186 Tahun 2002, pasal 3

ayat (2) huruf e dan g).

4.2. Saran

|

Mengingat pentingnya karcis sebagai tanda bukti telah terjadinva peranjian
pengangkutan, maka didalam  kegiatan pengangkutan hendakinya disertan dengan
karcis anghutan vang didalamnya terdapat hal-hal vang diperjanjikan dan/atan
memuat hak dan kewajiban para pihak.

PO hendaknya  melayanm  penumpang  dengan  sebaik-baiknya kwrena PO
merupakan unsur pasif dalam perjanpan pengangkuran, artmya PO adalah prhak

vang mendapat beban kewajiban untuk memenuli hak-hak damn penumpang
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3. Masyarakat, utamanya penumpang hendaknva proaktfl untuk melaporkan
kepada Balai LLAJ Tk. 1 i Jember apabila menemukan tindakan pelanggaran

vang dilakukan olely PO
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penyvusunasn Sirigs),

Atas bantuan dan keriasama vang balk kam ucapkan terimakasih

s
ffm Pyt
/ R s i P Legarn,
" iR .‘/<\\ -

Tembusan Kepada

b o Tt Hliy,, Pordata
¢ Yth. Ketua Bagian om0, 250050260
¢ Yang bersanghutan
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LAMPIRAN

[V REPUTUSAN MENTERI PERHUBUMGAN
Nomor ¢ KM 35 Tahun 2003
Tanggal : 20 Agustus 2003

CONTOH :

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
KARCIS ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI

Nomor Karcis |

AL PERLISAHAAN ANGHUTAN

‘Mamat Perwakilan & Nomor Telpen .

Tala Terlit Angkutan :

E- Penumpang yang tidak memiliki karcis

yeng sah dan tidak melunasi pemba-
yaran ongkes angkulan, awak kKenda-
raan berhak untuk meagelivarkan
penumpang lersebul darl kend3araan
sesual Pasal 43 UU LLAS NO. A4 Tahun
1982

4= DBarang millk penumpang yang ada

pada kendaraan dengan sepengelahu-
an awak kendaraan dan penempatan-
nya diatur oleh awak kendaraan, bila
lejadi  kerusakan atau  kehilangen
menjad| tanggung jawab perusahaan.

1|- Penumpang harus mematuhl ketenfu-

zn dalam bus oleh awak kendaraan
untuk menjaga ketertiban, kelancaran
dan keamanan perjalanan.

- Penumpang berhak menegur awak

kendaruan apabila dalam menjalankan
kendaraannya mengancam keselama-
tan penumpang alau pengguna jasa
anakulan lainnya,

Alamal
Ngﬂ)r lelpan
Trayvex ;
- JAKARTA — SENMARANG = SURASAYA
—-  Tatl L R
Nama penumpang  beoieen T e e
Alamal
o =R R e VR

Tanggal keberangkatan
Mamor rendaraan

MENTERI PERIIUBUNGAN
tid

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan scsu? dengan aslinya .

!{:L‘j_h 1.
rQ ""‘

{ s

ukiam dea KSLN _

(J NUGCROHO

Lampiran Kepulusan Menterl Perhubungan Nomor KM, 35 Tshun 2002
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LAMPIRAN : WEPUTUSAN DIREKTUR

JEMNDERAL PERHUBLUNGAN
CARAT i

- Noinor : SK1186/HK.402/0RID/ 2002

A Tanggal 1 22 Nopember 2002

i * —

]

1

: KLASIFIKASI PELANGGARARN

E 1. PELANGGARAN RINGAN :

1

2. tidak mieleporkan 2paoila terjadinya perubahan kepemilikan parusahaan;
b. tidak melaporkan apabila terjadinya perubahan domisili perusahaan;

¢. tidak inelaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;

d. pengurangan /penambahan/penyimpangan terhadap ketentuan identitas
kendaraan;

e. MENgYUNEan izin insident! kebih dari satu kall pedalanan pulang peryi;

f. cdak mematuti jadwal perjalanan dan terminal yang wajib disinggahi vang
tercantum pada kartu pengawasan;

g, Lidak memelinara kebersihan dan kenyamanan kenda=an yang dicperasikan;

h. mempekerjakan awax kendaraan yang tidek difengkapi dengan pakaian seragam
danfatau tidak menggunakan tznda pengenal perusahaan:

| mengoperasikan «endarsan tidak sesual dengan jenis palayanan bardasarkan izin
tayek yvang dimiliki.

j. tidak mengumumkan tarif berlaky ;
k. tidak mencetak besaran tarif pada tiket ;
. mengenakan farf tidak sesual dengan yang diumumkan, tetapi masih diantara

atau sama dengan tarl batas atas dan t2nf batas bawah untuk angkutan antzr
Kata ;

! | 2 Kepultisan Direkiur Jenderal Perhitbungan Caral Nomor 5K 11864 K 40208102002
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2. PELANGGARAN SEDANG :

i

tidak melaporkan pemindzhan tanganan kartu pengawasa'n;

mengoperasikan kendaraan cadangan Hdak dilengkapi dengzn kartu pengawasan
kendaraan yang digantikan:

pelangaaran besaran tard angkutan umum kelas ekonomj ¢
1) tanf angkutan lintas batas negara: )

2) tadf AKAP:

3) tarl AKDP:

4) tanf angkutan kota:

5} tarf angkutan perkoiaan;

b} tarifl angkutan pardesaan:

7) tarif angkutan parbatasan,

belum melunasi iuran wajib asuranst pertanggungan kecelakaan:

menaikan atau menurunkan penumpang tidak pada tempat yang telsh
ditentukan:

memberikan pelayanan tidak sesuai dengan jenis pelayanan yang sebaik-baiknya
kepada penumpanaq;

tidak mengembalikan surat keputusan dan/atau kartu pengawasan satelah terjadi
perubahan izin trayek:

memperkerjakan awak kendaman yang tidak memenuhi persyaratan sesuai
peraturan  perundangan-undangan yang beraku dan bukan merupakan
pengemudi dari panisahiaan yang bersangkutan,

Mengoperasikan kandaraan tidak sesuai izin vang diberikan.

W2k mematuhi ketentuan wakiy kerja istrahal bagi pengemudi:

mengangkut penumpang malebihi kapasias vang didetapkan;

3. PEIANGGARAMN BERAT

3

b,

Mengiperasian kendaraan yang bdak memenihi persvaratan teknis dan lalk
ialan:

mengoperasikan kendaraan yang telah habic masa berlaku izin trayeknya:
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C.  MElakukan FECETOUUNGIH PAIYUAIOEian gricrustise —nats
kncelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;

g. menggunakan karlu pangawasan ganda;

e tdak melayani treyek sesuai dengan izin trayek yang diberkan;

f mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi cokumen perjaianan yang
syah yang terdii dari kartu pengawasan, STHE | buku uii dan tznda uj
rendaraan bermotor;

/q;ﬁ?ﬁi
B

EKTURGRNDERAL PERHUBUNGAN DARAT

e S

\\ﬁ" \l___rj?-;_.\r...__:'_
2 pEY

=L UT YSKANDAR ABUBAKAR, M.Sc.
NIP. 120 092 889

1 4 Kepulusan Cirekior Jenderal Parhubungan Darat Nomal SK, {1854 K A02RIDZ002
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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 90 Tahun 2002
TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR
KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI
DIJALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

MENTERI PERHUBUNGAN,

Meanimbang > & Bahwa dalam rangka menjamin  kelangsungan pelayvanan
peiyelenggaraan angkutan penumpang antar kota antar propinsi
kelas ekonami di jalan dengan mobil bus umum dan sebagai upaya
peningkatan mutu pslayanan, perlu menata kermbali tarif angkuta’)
penumpang antar kota antar poropinsi kelas ekenomi dengan
mamperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas
serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan,

b Bahwa sehubungan dengan hal {ersebut huruf a, periu menetapkar
tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota
antar propinsl kKelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum
dengan Keputusan Menteri Parhubungan,

Mengingat 1, Undang-undang MNomor 14 Tahun 1922 tentang Lalu Linta= dan
Angkutan Jalan (Lembaran Megara Tahun 1892 MNomor 48,
Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3480);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1923 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran MNegara Tahun 1923 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527},

3. Keputusan Presiden NMaomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Qrganisasi dan Tata Kerja
Departemen;

4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Tugas Unit eselon | Departamen,

5  HKeputusan Menteri Pernubungan MNamaor KM 44 Tahun 1990
tentang Kebijaksanaan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomar KM B Tahun 1995;

G, Keputusan Menteri Perbubungan Nomor KM 38 Tahun 1999
tenlang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mabil Bus
Umum Kelas Ekonami:

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nemor KM 24 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tala Kera Departeman Perhubungan,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Mentari
Perhubungan Namaor KM 45 Tahun 2001,

MEMUTUSKAN :

Mei iztapkan . KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF BATAS
ATAS DAN BATAS BAWAH ANGHKUTAN PENUMPANG ANTAR
KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOM! DI JALAN DENGAN
MOBIL BUS UMUM.
Pasal 1

Tant dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah angkutaan
panumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum,
T sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T

Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan tarif jarak batas atas
dan tarif jarak batas bawah untuk angkutan penumpang antar kota antar
propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sesuai dengan
tarif dasar batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 .

Pasal' 2

Pasal 3

Tarif dassr batas atas dan tarif dasar batas bawah angkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum furan wajib dana
pertanggungan wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-
undang Momor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah nomor 17
Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 4

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus
terlebin dahulu mendapat persetujuan dari Menter Perhubungan

Pasal &

Atas usul Gubernur, Direklur Jenderal Perhubungan Darat menstapkan
tarif tambahan untuk masing-masing wilayah vang masih dianggap periu
sebagai akibat dari !.ondisi geografis, load factor dan kondisi prasarana
jalan yang balum mamadai

Fasal 6

Dengan berlakunya Keputusan inj, maka Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2002 tentang Tarif Dasar Angkutan
Penumpang Antar Kola Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Maobil Bus
Uimum, dinyatakan tidak beriaku

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Keputusan in

Pasal &
Keputusan ini mulai barlaku pada tanggal 29 Nopember 2002

Ditetapkan di JAKARTA
Padatanggal | 22 Nopember 2002

MENTER| PERRHUBUNGAN
Tid
AGUM GUMELAR, M Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada |
Keatua Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Menterl Dalam Negeri,

Menteri Keuangan,

Mentari Nagadra BUMN,

Sekretaris Negara,

Kepala Kepaolisian Republik Indonesia,

~ B N
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER|I PERHUBUNGAN
NOMOR__: KM. 90 TAHUN 2002
TANGGAL [ 22 NOPEMBER 2002

TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKLUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DL JALAN DENGAN
MOBIL BUS UMUM

WILAYAH TARIF/IPENUMPANG-KM
| Batas Atas nll )

Wilayah | (Sumatera, Jawa, Ball dan NMusa Rp. 72,00
Tenggara)

| Wilayah Il {Kalimantan dan Sulawesi) : | Rp. B2.00
Batas Bawah =1 == - =
Wilayah | (Sumatera, Jawa, Ball dan Nusa Rp. 48,00
Tenggara) =)
Wilayan || (Kalimantan dan Sulawssi) Rp. &4.00

MENTERI PERHUBUNGAN
Ttd

AGUM GUMELAR M.5c.
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KEP

SAN DIREKTUR JENDERAL PER AN DARAT
Nomor : SK. 550 /PR.301/DRID/2002

TENTANG

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM
KELAS EKONOMI PADA TRAYEK-TRAYEK ANTAR KOTA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

ANTAR PROPINSI DI SELURUH INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan
penyelenggaraan  angkutan penumpang antar kota kelas
ekonomi di jalan dengan maobil bus umum dan sebagal upaya
peningkatan muty  pelayanan, peridu menata kembali tarif
angkutan penumparg antar kota antar propinsi kelas ekonomi
dengan memperhatikan  kepentingan dan  kemampuan
masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa

angkutan;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a, perlu
ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
tentang Penyesuaian Tarif Jarak Angkutan Penumpang dengan
Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-trayek Antar Kota
Antar Propinsi di seluruh Indonesia.

Undang Undang Momor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 34807%;

Peraturan Pemerintah Namor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Megara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527);

Keputusan Presiden MNo. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.70 Tahun 1953
tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1999
tentang Penetapan Tarf Angkutan Penumpang dengan Mobil
Bus Umum Kelas Ekonomi;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.B4 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran Angkutan Orang di Jalan;
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Menetapkan :

7. Keputusan Menteri Perhubungan MNomor KM, 24 Tahun 2001
tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Perhubungan;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 34 Tahun 2002
Tanggal 21 Juni 2002 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang
Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum,

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Momor SK.1015/FR.301/DRID/2001 tanggal 5 Desember 2001
tentang Penyesuaian Tarif Jarak Angkutan Penumpang dengan
Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota
Antar Propinsi di Seluruh Indonesia.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TENTANG TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG MOBIL BUS
UMUM KELAS EKONOMI PADA TRAYEK-TRAYEK ANTAR KOTA
ANTAR PROPINSI DI SELURUH INDONESIA.

Pasai 1

(1) Bus Kelas Ekonomi bagi angkutan penumpang umum antar kota
antar propinsi adalah bus tanpa fasilitas pelayanan tambahan,

(2) Pelayanan tambahan merupakan peralatan yang melekat pada
mobil bus kelas non ekonomi, terdiri darl : penyejuk ruangan
(AC) dan/atau tempat duduk yang dapat diatur (reclining seat)
dan/atau toilet,

Pasal 2

Tarif jarak angkutan penumpang mobil bus umum kelas ekonomi di
jalan pada trayek-trayek antar kota antar propinsi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Tarif jarak angkutan penumpang mobil bus kelas ekonomi
sebagaimana tersebut pada pasal 2, belum termasuk iuran wajib
dana pertanggungan walih kecelakaan penumpang dan jenis
asuransi lainnya yarg dilakukan secare suka rela serta biaya
penyeberangan,
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Pasal 4

Direktur  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepala Dinas
Perhubungan/LLAJ Propinsi mengawasi pelaksanaan Keputusan ini,

Pasal &5

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002.

Ditetapkandi ; Jakarta
Pada tangaal : 27 Juni 2002

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
NIP. 120 092 889

SALINAN Sural Kepulusan ini disampaikan kepada Yith :

Menteri Perfiubungan RI;

KAPOLRT,

Para Gubemur di Seluruh Indonesia;

Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Daral;

Kepala Dinas Perhubungan/ LLAJ Propinsi di Seluruh Indonesia;
Ketua DPP ORGAMDA,

CTRRDL DA Bk
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Ho Koda Linktasan Toayek Jarak

Traysak [ Em § Ekuiam

1742, 3335010 TEMARGEUNG-YOGTARLNTA-SOLO-MAD LUH- SURARNYA-HATING 4391 - 29,500
1743. 3315011 SEMARANG- LASEM-TUBAN-SURAHATA 306 16400
1744. 33350137 SEMARANG-AEMEANG-SURARATA 306 16.400
1745, 3335013 SEMARANG-SOLO-MADIUN-JAPANAN-MATANG g4 23, 60D
1746, 3335014 SEMARANG-S0LO-MADITN-KERTOSONO-BEDIRI ilE 19,000
1747. 3335015 GEMARANG-S0LO-HADIUN-EURREATR o . i T 3Bl gd.a00
1748, 3335016 SEMARANG-S0L0-MADIOH-SURALRYA-MALANG N i, ~ AGE 28,000
1748, 3335017 SEMARANG-SOLO-HGAWI-HADIUN -FERTOSONG - MO OKERTO- EDEAEAYA- PASTRLAN- 48B3 23.000

FROBOLINGGO 4
176G, 3335018 SIDOARFO-SURARRLA-MADIUN-SOLO 310 L4.&00
1751. 3335018 CEFU-BEOJONEOORG- BABAT-STRAEAYA-MALANG F . #23. 13400
1752. 3335020 CEPFD-DBOJONEGORO-SURMBAYN 118 §,300
1753, 3236021 KLATEN-SOLO-MADIUN-SURADAYA 316 15.000
1754. 3335022 KUDUS-LASEM-SURREAYR | 247 14, 800
1755. 3338033 CEPU-NGAWI-MADION 715 1.500
1756, 3335024 SOLD-MADIUN-SURARNTA FET] 17,000
A757. 3305025 S0LO-HMADLUN- SURARATA-PROBOLINGGO- JEMBER- DARTURANG L 577 34.600
1760, 3395026 SOLO-WOMGGLRI-BACITAN e s . T N ]
1758, 3385027 SOLO-WONDGINI-FONOROGD g7 5. B00
1760, 3335026 WONOGIRL-SOLO-WADIUN-SURARAYR 315 18,500
1961, 3335025 CEPU-DOJONEGORD- BANAT-SURNAAYA-GHREELR = —i%4 . §,.200
1762. 3335030 SOLO-MADIUN-EENIRI-TULUNGAGING 228 13,700
17683, 3333031 EARTOSURD-S0LO-SHAGEN -NOAWI-MAD LUR-NCANTUE -KERTOS SN0 —JOMEANG - 295 17,100

MOJOKERTO - SURALIATA
1764 3335032 CEPU-HGAWL B o [F: 2,500
1765, 3335033 SEHNRANG- BALATIGA-SOLO-HAD LUN-HGANJUR-KED L AI-TOLUNGAGTRG 326 18,800
1TEE. 3335034 SEMARANG-S0LO-MADIUN-FEDIBI-ELLTAR T ELY! 21,400
1767, 3335035 SEMARAMG-KUDUS-PATI-LASEM-REMBANG-SURABNYA-HALANG 351 23_500
1768 3335036 SOLO-MADIUN-REDIRI-BLITAR - — 2B0 15,600
1768, 3335037 LABEM- PRMOTAN- AT ITROGO-BOJCNEGORD 78 4,700
1778 3609 CEFI- BOJOHTGORD- JAT IROGO e E=p i 1.700
1771, 3335040 TRGAL- PEHALANG- PERALONGAN - SEMARANG - FENSARG - TULAN - HUBATAYA- HALANG E45  32.9400
1772, 3335045 TEMARGGUNG-MAGELANG-TOGTANARTA-SOL0-MADIUN-SURABATA FE] Z5.400
1773, 31335050 SEHRPANG-S0LO-WONDGIRI-PACITAN ) 216 13,000
1774. 3335051 HREMUAHG- BLORA-CEF0-NGAWI-MADTUN Y] 8. 600
1715, 3335057 SOLO-WADIUN-ROJOKERTO- JABANAR - FASURDAR- PROBOLINGGD 3431 20,600
1776. 3335053 MAGELANG-YOGTAFARTA- SOLO-MADIUE-KEDIRI-TULUNGAGTNG-BELITAR i3 i0,200
1777. 3335054 TEGAL-SEMARANG-50LO-MADTUN-SUBASAYA-MALANG - T 624 ER T
1778. 3335055 PURWOKERTO-FURWORET0- YOG TARARTA- SOL0-MAD LU - PORCRCGY 183 23,800
1773. 3335058 LASEW-JATIROGO-BOJONEGOND -RGAWL ~MADIUN - T 366 1900
L7AD 3AFR057  GEMARANG-AEMILG- SURNEATA- FHOBOLINGED. 408 24,500
3781, 3335058 TEMANUGUNG- SEMARANG- PATT - KUTUS - FRMBAG -TUDAN - SURABAYA-MALANG - 4is 29100
17583 3335059 ESEMAHANG-S0L0-WONDGIRI -TURNANTORG - FONGROGD e 194 11, 600
1784, 333%0R1 PURFANTOROD-PONCBOGO-THENGOALER-TL , ACUNG T 108 5,200 -
1784, 3335062 WONOGIRI-BATURETED- PACLTAN- FORCROGO-TEENGEALER - TULUNGAGURG T 23@ . 14.300
1785, 3335063 SEMARANG- RUDUS- PATI-REMARNG - TOLRN- 5 URABATA - PROBOLIRGE0- 5 T TUBAND g04 36,740

BANYITRANGT
1786. 3335064 TEGAL- FURWOEERTO- PURMORESG- 10T AEARTA- BOLO-MAD I (M- SURARAYA T 535 AE.DOE

fenkririets B2 dan 0T
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Hao Eode Lintasan Trayek Jazrak
Teayak § Em § Ekonomi
1787, 4435065 PUHAGHERTO-PORWORETO- Y OGY AHATR-30L0-MAD IUH - SURANAYA - HALANG w23 3T 400
1TBE, 3335066 TERAL- SEMAHNG- RODUTS-REMEARG-TULAN - SURMERTA (FURABAYA) - FRITTREAN - 6EZ 39,760
FROBOLINGED- JEHAER
1TRE . 3335087 HALANG-SURABAYA-MALLUN-S0LO-YOGCIA-WATES - #U HROREJO - PURROKERTO . Giz 36,700
i7sn 3335068 MALANG-SURAHAYA-HALTUN-SOLO-TOGYAKARTA - HAGE LANG -HOHOSHG- g4z 30500
PURWOHERT
1791, 33350R1 ESOTO-MADION-SUHARATLA- FAOBOLINGGD . LETH Z3.2a0
1787 3335070 W-zﬁ:mn-sam—nﬂﬂmnn-smn. 3832 22,500
1793, 3335071 SRAGEN-GONDANG IRORG-SINE-NGRAMBE 39 2.300
17584, 33350727 WOROGTRI-DURMANTORD - PONOROGO-MADTUTH- SURABMYR 266 16.00D
1795, 3335073 PURWODADI-BLORA-CEPU-BOJORECSORD- SURADAYA 260 15.600
1796, 3335078 SEWARANG-TULAA-BURABRYRA-MALAKSG 38l 72 900
1787 T3ALUTE  SOLO-MADLUN - AGARTOR- EERTOSOH0- JOMBANS - STRABATA- HALRNG IET 13.100
1738, S435076 BO10-NEANT ~CRRTENR- HEANIUN - JONSRRG-SURREAY A- FROBOLINGGD 388 24.200
1786, 3335077 CEMOLONG-SRRCEN-GOMDANG-HINCHG-SINE = ThEE 4.300
1800, 3335078 PURWORERTO- YOGT - SOLO-HADITN- 5 UAALATA- FASTHUEAN - FRODOL I HGGD - JEMEER 725 43,500
F935079  PURROREID-TOGTAKMRTA - S0L0 - KARANGIAT I- SURAHAYA EET] FI

1801,

02

3335060 PORROREIO-TOGTAKARTA-S0L0 - HADT - SUARBATA

3A1  20.500

1803,  313I50A1 SEMARRNG- S oTUS-TURAN- SURARATA- JEMEER - BANTUNANGT a2h 17,706

0. 3335301 SEUOtANG- DOLO-NOANI MAD TN ~WRT 05 00— MO JDKERE O~ STTARAT A~ FASTRLAN - FLE] 25.000
FHOBOLINGED

TH05. 31335001 JERATA-RENBANG-LASEM-TULAR-SURRBRTA Zh0 A7.400

T80, 3315007 PURHOFRERTO- PURWORLIG: TOGY ARARTA- FOLO-MAD IUK- EECLRL- TULURGAGTNG 183 4,000

TEGT . 3395903 CILACRT- PURHOREID-TOGTARAHTA - E0LO—HADI OH-HGAR JUF. - KEDIRI-BLITAR 45 32,700

1000, 3335904 SRAGEN-WALINUKUN-HGRAMEE - 45 2.800

1800, 3351001 WONOGIRI-S0LO-MADIUN-SURARRTA-PASURUANFROGILINGGD -KETAPARG- J J42  44.500
GILITHANTE-DENFASAE

TR10,  T351000 WACELANG- YOSt ARANTA-SOL0-MAD UK - SUBNIATR - PROBOLIRGG- B 1TUBORDD [T 48,700
GLLIMANUIE-CENPASAR

TE11. 3351004 HAGELNNG-YOGEAKARTA-G0L0-HADITR - SURABRTA- PASTHUAN- PHOBOLINGED- F36 &0, 200
JEMUER - BANYURANG I - EETAFANS - G LLIHANTE - DENFASAR

] 3351005 SEMARANG- SO0~ SURABATA - FRONGL IHGGD- FETAPANG -G 1L THANUR - DERPAZAR- RESR  BL_4800
PANRNGAAT

1813 FIRIO0E TEMANGOUNG - MAGELANG - ¥ DG EAEATTA ~50 LO—FAL 1 TH - FUFARATA- PROBOLIKGE0- BSD  51.000
STTURONDO-BANTUWANGT - G I LTHANTE-DENEASAR

1014, 9351007 TEHANGOUNG-HAGELANG-¥ DT ARARTA-E0LO-NGAWL = CARTRAN-HOTOEERTO- ET 18. 00
PROBOLINGGO- 51 TUBOHDD - BANTUHANGT -GILIMANTN -DEHFASAR

TE15, 3351000 TEMMIGEUNG-SEMARANG-EALNT IGA- BOLD- NGRNE - CAROEAY MO SRERTT- fam  50.840
FROBOLINGG0- STTURGHDO-BANYUNANGL - G1LIMANUK-DERPASAK

1816, 4351008 SEMARARNG - TUDAN-JURAHATA- PHOBOLINGGO-KETAFANG- CILIMANUK- DENPASAR- 130 47 &G0
FADARGERT

a1y 3351010 SiNARARG-EALAT LN -S0L0 - HAD TUH- SAFARAN-FASUHTAN - PROBOLINGG0- R F 46300
STTUDOND G- EETAPANC U1 LIMANIK - DENPAGAR

1810, 3351001 SEMARANG-SOLA-MADIUN- SURARATA-PAOBEOLLNGES - BANTURANGT - FE TAPANG- BOE 4B.500
GTLIMANUK-DEHFASAR

1819 3551007 SEMMARNC-BEMBANG - TULAH - BURAEATA- BASURUAN- PRCTIOLT HGGO- BRI THMANG L - Taa ad.ood
EETAPAN -GILIMAUK -DEETARIAR -

1BI0 . 9952001 EEMANANG- AEMNANG TR -SUEAHAY A - PASTRTAN- PRORCLINGGRG- S LTUSORIT F1Z. 47,400

EETAPANG-CILIMANUE-DERPASAR Y PADANCEAT - LEHEMLR-HATRERM

halgmarn 65 dan b/
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N6 29, 2H)
1RER. 35350 SURABAY A-BABAT-BOUONECORO-CEPU-BOJONEGORO |34 4300
TRTO. 3R35MS CGRESIK-SURABAY A-BABAT-ROJONEG ORO 105 &, 3
1871 IFI50HH: MADTUN-SURABAY A-MADIN-S0LO-YADIUN 284 1 7.5
LHTE. 3535007 MADIN-SRAGEN-SOLOSRAGEN-MADIUN-KER TOS0NOJOMBANG-MOTOKERTOSURABAY A~
MOMIKERTO-TOMBANG-MADIUN
144 17,000
THT3. 3535008 MADIUN-50LO-MADNUNSTURABAY A-MADITIN 254 1 7.000
1874, 3551001 SURABAYA-PROBOLINGCO-SITUBONDO-CILIMANUK-DENPASAR 427 15,6400
175, 3E51M2 SURARAYA-PROBOLINGGO-SITUBONDO-CILIMANUE-DENPASAR-PADANGEAT 484 39,004
1876, 3551003 SURABAYA-PROBOLINGGOSITURONDO-GILIMANUK-SINGARAJA 378 22700
IHTT. 3551 MALANG-PROBOLINGGO-KETAPANG-GILIMANUK-DENPASAR 423 15,400
TRTE, I3FL00S MALANGPROBOLINGGO-KETAPAN G-LILIMANUK-DENPASAR-PADANGEAL 480 2H 500
PR JAST1006 JEMBER-BANYIUWANGIGILIMANUK DENTASAR 237 14,200
1560, 355107 BANY UWANGI-KETADPANG-DENPASAR 142 5,500
IREE 3551008 MALANG-SURABAY A-PROBOLINGGO-STTUBONDO-BANYUWANGEDENPASAR 512 30.71H
THRL JSSL00% MALANC SURAPAYA-PROBOLINGGOJEMBER-BANYUWANGI-DENPASAR 523 31500
IE8F. 3551010 SURABAYA-PROBOLING GO-JEMHBER-BANYUWANGLDENPASAR 438 24,3060
= 1584, 3551001 JEMBER-BANYUWANCIDENPASAR 2900 14400 <—
THES, 3551012 BLITAR-MALANG-PROBOLINGGOSTTURONDO-KETAPANG-GILIMANUK-DENPASAR 494 79 400
IRHA. 3551003 BLITAR-MA LANG-PASURLAN-PROBOLINGGO-SITUBONDO-KETAPANGLOILIMANUKGENPASAR-
PALANGEAL
529 317
1857, 3551015 SUMENEP-BANG RALAN-SURABAY A-PASURVAN-PROBOLINGGOSITURONDO-
KETAPANGCILIMAMUK-
DENPASAR
SH1 34,500
IRAR. IEST020 PONOROGO-TRENGGALEK-TILAGIUNCGRLITA R-MALANG-PASURUANPROBOLINGCOIEMBER-
BANYUWANGLEKETAPANG-GILIMANUK-DENPASAR
b 3, 20k
IBES, 3E5102] KEDRL-KERTOSONOSSURABAY A-PASURUAN-PROBOLINGGO-SITUBONDO-
RETAPANGGILIMANTK-
NENPASAR-PADANGHRAL
241 3370
THHL 3551027 LUMAJARNG-JEMBER-BANYLUWANGEKETAPANG-GILIMANUK-DENPASAR 328 19.7H
1REL, 3551023 TULUNGAGUNG-BLITAR-MALANG-PASURUAN-PROBOLINGCO-SITUBORDO-
KETAPANCGGILIMANUE-
DENPASAR
531 31300
IR9Z. A551024 PROBOLINGGO-LIMAJANG-BA LUNG-KENCONG-TEMBER-BANY LW A NG
KETAPANGGILIMANURK-
DENPASAR
339 20, MM
1843, 3550025 PROBOLINGGO-LUMAJANG TANGGUL-JEMHEH-BANYUWANGLKETAPANG-
GILIMANUKDENPASAR
330 240,300
E804, 3551026 MALANG-PASURUAN-PROBOLINGGU- LUMAJANG JEMBER-BANYTWANGI-
DENPASARPADANGHAT
478 28,700
TAYS, 3551027 MALANG-PROBOLINGGO-LUMAJANG- I EMBER-NENPASAR, 421 25 300
LERG. ISS102E MADIUN-SURABAY A-PROBOLINGGOSITURBONDO-KE TAPANG-GILIMANUK-DENPASAR 594 35300
halaman 63 Jan 67
Nu Kode Lintwsain Trayek Jomk
Truyek | km ) ELbonomi
TRET. 355102 PONCROGO-MADIUN-SURABAY A-PROBOLINGGO-JEMBER-BANYUW AN -
KETAPANGGILIMANUK-
NENPFASAR
637 3K, 24
TR9H. 3551030 JEMBER-BONDOWOSORITUAONMI-DANYUWANGL-DENPFASA KR 25 17300
T 3R5103 1 PONORIFGO-MADLIMN-SITRABAY A-PROBOLINGGO-SITUHBONDO-KETAPANG-
GILIMANUKDENPASAR
Al 37,5060
190, 3551037 TURAN-LAMONGAN-SURABAY A-PROBOLINGGO-SITUBONDO-BANYUWARNGEDEN PASAR 516
I A00
1901 3551033 PROBOLINGGO-SITURONDICKETAPANG-GILIMANU K-DENPASAR 325 9,500
1902, 3552001 SURABAYA-PRGAROLINGGO-GILIMANUK-DENPASAR-MATARAM 449 25 6040
1103, 3551 SURABAY A-PROBOLINGGO-GILIMANUK-DENPASAR-MATARAM-ATAS-BINA S 1 220500
F904 3557003 SURABAY A-PROBOLINGGOCILIMANUR-DENPASAR-MATARAM-ALAS-BIMA-SAPE 1005 25904
THES, 352004 MALANG-PASURLUAN. PROBOLINGGO-SITUBONDO-KETAPANG-GILIMANUE-
DENPASARPADANGHAL-
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KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK. 1185/PR.I01UDRIOV 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGAWASAN TARIF
ANGELITAN PENUMPANG ANTAR KOTA DENGAN MOBIL BUS LIMUM

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Manimbang & behws dalam  rangks manyiapkan masyarakel dan
pengusana wntuk  menuu era mekanisme  pasar  beba
Secara penuh,

B Bahwa uniuk melndungi  masyarakat  pengguna  jasa
angkulan dan kemunghkinan adanya kenalkan lail yang tidal
lerkandali  sekaligus  melindungl  pengusaha  angkutan
terhadap persaingan yang lidak sehai,

c. Bahwa uniuk labih  meningkatken  kualitas  pelayanan
angkutan artar kota

4. Bahwa sehubungan dengan butir 2, b dan o tersehul diatas
periu  ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubunga
Daral tentang Petunjuk  Pelaksanaan Mekanisme
Pengawasan  Tanl Batas. Atas dan Tarf Balss Baw:
Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota.

Mengingat i % Undang - Undang No. 14 Tehon 1892 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan {Lembaran Megara Rilahun 1992 Mo, 4
Tarmbahan Lembaran Megara RI No, 34807,

? Peraluran Pemerntah RI No. 41 Tahun 1993 {entar
Angkatan Jalan (Lembaran MNegara Rl Tahun 1533 Mo
52, Tambahan Lembaren Negara Ri Momor 3527}

3. Wepulusan Presiden Mo, 102 Tahun 2001  fertang
Hedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Crganisast dan Tata Kerja Depanemen;

4. Kepulusan Menter] Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 199
temtang Kebjaksansan Tanf Anghutan  Penumpang «
Barang sehagaimana  tefan  diubah ferakhic  dangan
Keputusan Manten Pothubungan Nomaor KM 8 Tahun 19585,

& Keputusan Menler Perhubungan Momor KA. 38 Tahun 1899
lentanyg  Penetapan  Tanl Angkulan  Penumpang  dem
Mabsl Bus Umum Kolas Ekonami

A Wepulusan Menlar Perhubungan Momor KM B4 Tahun 19%
fentang Fenyslenggaraan Angkutan Orang di Jatan dang
Kendaraan Umum;

7. Kepulusan Menton Perbubungan Nemar KM 24 Tahun 200
tentang Orgamizasi Tala Kerga Deparemen  Perhuburng
sehagaimana  telah  disban  {erakhir  dengan  Keputus
Menter Pemubungan Nomar kM. 45 Tahun 2001,

& Keputuzsan Menteri Perhiubungan Momor KM, 89 Tahun 200
Tenggal 22 MNopember 2002 ienlang Mekanisme Penetapa
Tadf dan  Formula  Perhitungan  Biaya  Pokok  Angha
Penumpang dengan Mabil Bus Uimum Andar Kofls  Keia
Ekomcmi

hittpu/fwww lin go.id/detail asp?id A rcl=041202ruP AUD04 1/6/04
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8. Kepulusan Menteri Perhubungan Momot KM 90 Tahun 200
Tangos! 22 MNjopember 2002 fentang Tarif Batas Alas ¢
Batas Bawah Angkitan Penumpang  Antar Kotz &
Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobi Bus urmum;

* 10 Kepulusan Dirskiur Jendera! Perhubungan Daral Nomor Sk
T1B4/PR.301/DRID2002 tentzng Tarl Jamak Batas
dan Tanl Jarax Batas Bawsh Anghutan Penumpang dangsan
Mobil Bus Umum Kelas Ekonc.ni pada Trayek-Trayek Ani
Keta Artar Praping di Seluruh Indonesta

MEMUTUSKAN:

Manatapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAY
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  MEKASINM
PENGAWASAN ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA
DENGAN MOBIL BUS LIMUM

PERTAMA Mekanisme pengawasan farff  angkutan PEDUMpAng antar ki
dongan mobil  bos  umum  dibedasukEn  temadap pelayan
Ekannm dan Non Ekanomi

KEDILLA I iteniuan tarf aogkutan Antar Kots Kelas Ekonomi dangan moks
bus umum menggunakan tarf disntars atlau sama dengan T -
Jorak Batas Atas dan Tanf Jarak Batas Bawah,

KETHzA i Ten! Jarok HBales Ales dan Tarf Jwoh Batas Bawah adal
perkalan antasd ek fempub suaty troyek dangan Tanf Da:
Bates Atas dan Tard Dassr Balas Bawah

REEMPAT Besaran Tarll Dasar Batas Atas adalah sebesar 20% digtas Tilary
pokak sedangkan Tanl Dasar Batas Bawah sdaloh sebasar 20%
dibawah biaya pokok

KELIMA Blaya pokok adalah biaye yang dikeluorkan  oleh  perusab

anghutan - untuk  panyediaan  jasa  angkulan  yang  dibituny
berdasarkan baya penuh (Full Coss)

KEENAM Unluk  pelayanan  ekonomi pera pengusaba angkutan dibenka
kebohasan uniuk  menetapkan besaran tarl beraku sepanjan
\ldak molampau) Tanl Jarak Batas Atss dary  Tarl Jarak BU
Bawah yang ftelah diletaphan  oleh  Pemarintah,  dangan
pembulatan ke atas dalam ratusan rupah

FETLLILI Untuk  pelayanan  nor-skonomi  tan!  bersku  dilelagken
rasing-masing pengusahia  anghuatan  sesusl  dengan  tingkal
paliayanan yang diborikan

RECELAFAN Tanf  beraky sobagaimona  dimakaud dongan dikium KEENS

dan diktim KETUMUH  dimmghinkan ndanys  perbodaan
berdasarkon parioda sibuk (Lebaran, Liouran, Akhly Pekan) o
panade hdak sbuk sera bedaku uAtuyk jangka wakiu 3 g
Bidan,

KEGEMEILAKN Tant bersku yang diletspkan  oleh  pengusaba ishagarnan
dimakaud  datam  dikfum KEENAM dun dikium  KETUJUM . han
dilaporkan  kepoda Hepals  Cinas Periubungan/LLA) - Kota/
Fabupaten sesusl  comisll  perusahasn  sere  kepada  Dicekd
Jenderdl  Fernubungan Oaral  untik  tayek  Antar Kot Ar
Propinsl 4=7 Kepala (inas Perhubungan/lLA)  Propirsl  um
Fayek Antir Kols Clalem Propinst sslambatlambatnga 7 (tuju
har sensium dibenakukan

ra

hp www Lin, o, id/detail aspid A nel=04 | 202raP AOO04 1 /600



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

AT

Inf-R1.com - Portal Informasi dan Layanen Pemenintah Republik Indonesia Page 2 of 3

KESEPLILUH ¢ Tanf berlsku yang lelah diletapkan oleh pengusaha angku
sebagaimana dimaksud dalam  dikiuom KEEMAM dan  diklur
KETUJUH  wejib  diumumkan  dan  dinfomasikan kepada
masyarakat cengan cara :

1 Harga tan! beraku dicelak/distempel pada tike! sesuai dengai
azal tujuan peralanan.

2 Mengumumkan harga tanf bedsku pada tempal-tempat ya
mudah terlihal oleh para ‘calon penumpang seperll pada loke
loket gl Terminal/PocliAgen.

3 Menempelzan harga tanf barlaku didalam bus sesual dengan
asal fujuan penalanan,

KESEBELAS . 1 Penjuaslsn karcis baik o loketloket mavpun di atas bus bang
dilakukan oleh awsk bus atau orang vang dilunjuk ©
perusahaan yang bersangkuwan

2 Awak bus alay  ofang yang dilunjuk  oleh  perusal
sabagaimana tersebul pada butr 1 di  alas,  harod
menggunakan seragam dengan ideniitas yang jelas,

3 Awak bus atau orang yang ditunjuk oleh perusabaan dilarang
mengutipimemungul ongkos tambehan dalam benfuk apap:
di -luar kefentuan . sebagaimana dimaksud  dalam  dikiure
KESEPULUH

KEDUABELAS  Pangussha angkutan bedanggung |awab secara penub lemad
polanggaran  yang dilakukan oleh awsk bus slau orang yan
difunjuk oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam  diktur
KESEBELAS,

KETIGABELAS ! Pelugas yang berienggung jowab terhadap  penyelengoar
angkutan  Antar Kola  Antar  Propinsi dan angkulan Antar K
Dalam  Propinst sefa  FPelugas Dinas  Perhubunganiilal ye
befugas di Terminal wajib melakukan pengawasan  terhad
pemenuhan  kewajiban - pengusaha  angkulan  sebagaimana
dimaksud dalam dikium KESERFULUH dan diktum KESEBELAS:

KEEMPAT BELAS
1 Sosializas| tefhacap fmekanisme pengawasan 1anf angkutan
PENUMPENG Wmum antar kota,

2. Pemantauan pelzksanaan ketentuan Lanf angkutan, meialui ;

a.  Pengamatan langsung

1} Kantrel langsurng pada  iocketlokel  penuala
karcis,

2} Kontol langsung di 8fas bos;

3)  Wavwancara dengan calon  pencmpang  alau
penuMmpang.

41 Mengawasi - pescantuman besagran tadl  bedak
yang teriera pada karcis.

b. Pengamatan fidak langsung
1l Menyebarkan. formulir  pengaduan  fanp  kepad
penumpang/calon penumpang di terminal,
2]  Pembukaan kodak-kotak pengaduan di terminz|,

KELIMABELAS i Ganks) admimsiratf  dilskukan terhadap pelanggaran besaran fari
sebagaimans  dimaksud dalam dikism KEEMPAT, dan terhada
pelanggaran  pemenuhan  Kewajiban  pengusaha angkutan
sabagaimana  dimaksud  dalam  diktum  KESEMBILAN,  diks
KESEPULUH dan dikium KESEBELAS:
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KEEMAMBELAS

KETUJUHBELAS

KEDELAPANBELAS

KESEMBILAMNBELAS

Kepala Dinas Perubungan/LLAJ Kabupaten/Kota  atau Kepal
Oinas PermubunganfLLAJ  Propinsi melaporkan,  tamuan
palanpgaran  sebagalmana  dimaksud dalam  KEEMPAT BEL
kepada:

a.  Direklur Jenderal Perhubungan Daral uniuk fraysk angkw
Antar Kota Antar Propinsl (AKAPY;

b,  Gubemur urduk frayek angkulan Antar Kota Dalam Prop
{ARDP).

Contohy formal laporan  sebagaimana  lercantum dalam  lampira:
keputasan ink.

1.  Direktur Lal Lntas  dan  Angkutan  Jalan - mengaw
pelaksanaan Surat Kepulusan ini;

2 vepaia Dinas Permubungan/LLAJ Propine mengawasi leni

|anjul pelsksanazn operasicnal Keputusan Ini i masing-
masing Prapinsk,

Keputusan ini mulai bedaky sejak fanggal ditelapkan,
Ditetapkandi - Jakarta
Pada Tanggal = 22 Nopember 2002
DIREKTUR JENDERAL FERHUBUNGAN DARAT

Tid

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc,
MIP. 120 052 Ba3

SALINAN Keputusan inl disampaikan kepada Yth

KAPOLRY;

o e g

Kelua Komisi [V DPR-RI,
Menien Parhubungan’
Meanteri Calam Magan R,

Sekjen Depariemen Pechubungan;

Ifan Depariemen Parhubungan,

Para Gubamur di Seluruh Indonesia

Para Dirgktur di lingkungan Ditjen Parhubungan Darat

Para Kepala Dinas LLANPerhubungan Propins: di Selurub Indenesia
o Kelua DPP ORGANDA
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK_1186/HK.402/DRJDIZ002

TENTANG

PEMBERIAN SANKS!| ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
YANG DILAKUHAN OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang i & bahwa dengan telah diterbitkannya Kepulusan Menter Perhuburigan
Momor KM 84 Tahun 1889 tentang Penyelenggaaan Angkutan
Omang di Jalan dengan Kendaraan Umum telah diatur ketentuan
menganal sanksi adminisirasi tarhadap pelanggaran yang ditakukan
oleh pangusaha anghkulan umum;

b Batwa sehubungan dengan hursl &, peru ditelapkan  Kenutusan
Diireklur Jenderal Pearhubungan Darat tontang Pembenan Sanks
Administratit tarhadap Pelanggaran yang ditakukan oleh Pengusaha
Angkutan Penumpang Lmam,

Mengingat i 1. Undang — Undang Mo. 14 Tahun 1982 tenlang Lalu Lintas dan
Angkutan Jaian (Lembaran Negara Ritahun 1992 Mo, 40 Tambahan
Lembaran Megara Rl Mo, 3480)

2 Paraiuran Pemerintah Bl No. 41 Tahun 1992 {antang Angkitan Jalan
{Lembaran Magara Rl Tahun 1993 Momor 59, Tambahan Lembaran
Nagara Rl Nomar 3527),

3. Keputusdn Presiden No. 102 Tahun 2001 ientang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewsnangan, Susunan Organisasi dan Tata Keda
Departermnan;

4. Kepulusan Menteri Perhubunigan Momor KM, 84 Tahun 1959 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan
Urnurry,

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomar KM, 24 Tahun 2001 tentang
Organizasi Tata Kerja Departemen Perhubungan.

MEMUTUSKARN
Menetapkan . PEMBERIAN SANKEI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN YANG DILAKUKAM OLEH PENGUSAHA
ANGEUTAN PENUMPANG LMUM DALAM TRAYEK TETAP
DAN TERATUR
BaB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan inl yang dimaksud dengan ;

1. Angkutan Penumpang Umum adalah pemincshan orang dari satu tempat ka tempal lain
dengan menggunakan kandaraan Emun,

2. Perusahaan Angkulan Penumpang Umum adalah pangusaha yang menyadiakan jasa
anghutan orang dan' alau barang dengan kendarazn umum di jalan

3. Pamber Izin adalah pejabat yang berwenang memberkan izin sesual dengan katentuan
peraturan perundang-undangan yang befaku di bidang LLAJ,
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4, Pelugas adalah Pegawai Meger yang bedugas di bidang LLAJ yang sesusi dangan
kuatifikasi dan Kemampuan dibidang angkutan jafan yang ditunjuk untuk melakukan
pongawasan dan pamerksaan lerhadap angkutan penumpang umum dalam frayek
lelap dan teratur.

5 Direktur Jenderaf adelsh Direkiur Jenderal Parhubungan Darst,
BAB NI

JEMIS PELANGGARAN DAN DASAR HUKLM

Bagian Pertama
Jenis Pelanggaran

Pasal 2

(1)  Penyelengoarsan angkutan penumgpang wmum di jalan hams memenuhl ;
a  Porsyaraian administrasi ;
b, Persyarslan pengoperasian.

(2] Persyaratan pengoperasian sobagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b, meliput) :
8. Pelaksanaan pengoperasian;
b, Haetantuan tentang tanf;
¢ Ketentuan tentang pelayanan.

2 Tidak fterpenubinya  persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayasl (1) menspakan
palanggaran yang dapat dikenakan sanksi.

Pasal 3

1) Jenis pslanggaran ledadap persyaratan administras sebagaimana dimaksod datam
Paszal 2 ayat (1) huraf & makiput] |

fidak moslaparkan apabila tafadinya perubahan Kepamilikan perusabaan;
tidak melaporkan apabila lefjadinya perubahan domisili perusahaan,

fida% melaparkan kegiatan operasional angkulan secars berkala;

tidak malaparkan pemindah tanganan kartu pengawasan,

bedum melunasi iuran wajib esuransi perianggungan kecelakaan;

fidak mangembalikan sural keputusan dan [ alau karu pengawasan setalah terjadi
perubahan izin trayek.

~onpon

{21 Janis pelanggaran lerhadap pelaksanasn pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam

F'nsni 2 ayat {2) hurafa, mediputi ;
mengoperasikan kendaraan yang Gdak memenubi persyaratan teknis dan laik
jalan;

b, fidak dilengkapl dengan dokumen peralanan yang sah yang terdici dan Kariu

Pangawasan, STHNK, Buku Lji dan Tancda Lji Kendaraan Bermatar;

miangangkut perumpang melebibi kapasidas yang diletapkan;

mungoparasikan kendarsan yang telah habis masa beraku izin ayeknys;

melakukan kecercbohan pengopersasian kendaraan  sehingga  menimbuikan

kecelakasn yang mengakibaikan korban jhwa,

f. menggurakan karfy pengawasan gancda,

@ mongaperasikan kendaraan cadangan tidak dilengkapi dengan kartu pengawasan
kendaraan yang digantikan;

k. pengurangan/pensmbahan ideniitas kendaraan;

L menggunakan izin insidentil lekih dan saiu kali perjalanan pulang pergi; "

| Midak mamsatubl jadwal pefalanan yang tercantum pada kardu pengawasan,

k.  tidak mematuhi waktu kerja dan wakiu islirahal bagi pengamudi;

. memperkedakan =wak kendaraen ysng tidak memenuhi persyarelan  sesua
peraturan porundang-undangan yang berdaku dan bukan merupakan pengemudi
dan perusahaan yeng bersangkutan,

m  islak midayani rayek sesuai dengan izin trayek yang diberikan]

n.  Menaikkan dan menurunkan penumpang bUdak pada tempal yang telsh difeniukan.

man

[
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{3} Pengenaan sanksi berdssarkan  kepulusan inl terhadap  pelanggaran  kelenfuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) hurdf 8, dan huruf g tidak manutup kemungkinan
untuk diproses sebagai tindak pidana vang pertu ditetapkan oleh pangadilan.

(#) Palanggaran terhedap ketentuan tar{ sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {2)
hunuf b, yaitu pelanggaran terhadap tanf penumpang yang ditelapkan sesudi dongon
peraturan perundang-undangan yang beraky, yang melipet |

a,  besarsn tarf penumpang umum kelas ekonomi, meliput -
1] tarf angkutam lintas batas negara;
2 tanl AKAF;
3 ladf AKDP,
4y fant angkutan kata,
5y  tanf angkutan perkolaan;
B)  tanf angkutan perdesaan,
Ty fanf angkutan perbalasan:

b pelanggaran administrasl taid angkutan  penumpang  umum kelas  ekenom)
madiputi -
1) tidak mengumumkan 1anf beraku ;
2] fidak mencetak besaran tarif pada likel
3y mengenakan tard lidak sesuai dengan yang dismuemkan, tetapi  masih
digntara afau sama dengan larif batas atas dan tanf batas bawah untuk
angkutan aniar kota,

S pelanggaran adminisirasl tanl angkulan penumpang wmum ketas nop ekanomi,
meliputi :
1} tidak mengumumian ianf beraku |
2]  fidak mencetak besaran fanf pada tikel ;

5] Pelanggaran terhadap ketentuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huru! ¢ meliputi

a.  Tidak memelihara kebarsihan dan kenyamanan kandaraan yang dioparasikan;

b mengoperasikan kendaraan lidak sesuaj dengan jenia pelayanan berdasarkan izin
frayek vang dimsliki;

..  mamperkenakan awak kendarsan yang lidak dilengkapi dengan pakaian saragam
danfatau Yidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;

d, Tidak membersiken pelayanan sesual dengan jenis pelayanan dan frayek yang
dieniukian;

Bagian Kedua
Dasar Hukum

Fasal 4

Polarggaran terhadap ketontuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi bardasarkan

ketentuan :

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkulan Jalan, Pasal
34, Pasul 41 dan Pasal 42;

b Pamaluran Pemedntah Momar 41 Tabwn 19593 tantang Angkutan Jaelan;

1) Pasal 26,
2] Pazal 27,
3 Pasal 35;
4) Pasal 35;
4 Fagal 40,
&) Pazal 41, -
i} Fasal 46;
) Pasal 4T;
] Pasal 45;
10) Pasal 48

o HKeputssan Menten Nomor KM B4 Tahun 1589 feniang Peryelanggaraan Angkutan
Orang D Jalan Dengan Kendaraan Umum.

(#3]
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BAE I

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 5

(1} Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 capat diketanui mefalui laporan
alau informasi pelanggaman dan ;
a.  hasii pengawasan yarg dilakukan olen petugas lapangan;
b. laporan dari masysrakal tarmasuk modia massa;
c.  laporan dan perusahaan angkutan

(2)  Laporan atau informasi sebagaimana dimaksed pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai
berkuf !

wakiu dan lormpat kejadaan;

|enis pelanggaran;

wanlitas kendaraan;

identitas perusahaan dan! atau awak kendaraan,

korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan;

idanlitas pelapor,

=0 an oy

2] Laporan atau Infarmasi sebagaimana dimaksud pada ayal (2} disampaikan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak harn kejadian kepada pejabat yang
perwenang memboen lzin unluk ditindak lanjull sesuai ketentuan peraturan persndang-
undangan yang berlaky

(¢} Informasi yang fidak memusl ketentuan sebagaimane dimsksud pada ayal (2) tidak
ditindak lanjuli, kecuali memperolah data tambahan yang mendukung uniuk diproses.

Pasal &

{1} Pejabal yang berwenang member lzin sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 5ayal {(3)
yaitu

. Direktur Jendaral, untuk angkutan lintas batas negara, angwutan anar kota antar
propinsi (AKAP) dan angkulan perkotaan yang frayeknys melebihi satu Propinss,

B, Gubemur Kepala Oaerah  Propiosl, unluk  angkutan antar - kela dalam  propins
(AKDP), angkulan perkolaan  yang  trayeknya melsbihi  salu  Daersh
Kabupaten/iola dalam satu Propins| dan angkutan parbatasan yang trayeknya
mistebihi saiu Daerah Kabupaian yeng melebihi betes Propinsi;

¢ Gubemur Kepala Daerah Khusus lbu Kola Jakarda untuk angkutan dalam daersh
khusus |bu Kola Jakarna dan angkutan perkoizan yang trayeknya melebihi saiu
Daerah KabupatervKota antar Propinsl;

d. Bupali uniuk enghuten perdesaan dan anpkuian perbatasan yang irayeknya
melebihi salu Daerah Kebupalen dalam Propinsi;

€. Wali Kota, untuk angxutan kota

12)  Bardasarkan informasi pelanggaran sebagaimana dimaksed dalam Pasal 5 instansi
yang barwenang sebagaimana dimaksud pada ayel (1) melakukan analisis dan evaleas!
yang digunakan sebagal dasar pengenaan sanksi administrabd.

{3}  Hal-hal yang peru dipedimbangkasn dalam melakukan analisis dan evaluas| sebagai
berilud ; ‘
jumlah korban (kalau ada);
janis dan jurmlah pelanggaran;
pengulangan pelanggaran;
juméah karugian yang timbul;
pelaku pelanggaran,
waktu gan loxas kezadian; £ =
penyebab pelanggasan,
kondisi (cuaca peda saal kejadian)

FE RN EE
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BAB 1V

KLASIFIKAS] PELANGGARAN
DAN PROSERS PENGENAAN SANKSI

Bagian Pertama
Klasifikasi Pelanggaran

Fasal 7

(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan menjadi ©
a. Pelapggaran ringan,
b, Pulanggaran sedang;
g. Pelanggaran berat

(2] Putanggaran ringan sebagaimana cimaksud pada ayat {1) huru! a dikenakan sanksi
administrasi berupa Gdak diperbolehkan memperluas [2in trayek paling lama 24 (dua
pulub empat) bulan dan berupa pembekdan izin trayek paling lama 13 (liga belas)
minggu sfau paringatan tarulis.

(3} Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b dikenakan sanksl
adrinislras: pembekuan izin ayek sampai dengan paling lama B (snarm) butan dan
panundaan pefuasan zin trayek pafing lama 24 (dua puluh empai) bulan.

{4} Pelanggaran beral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  dikenakan sanksi
administrasi barupa pencabulan n trayek,

{5) MKlasifikasl palanggaran sobagamana dimaksud pada eyast (1), ayat (2}, ayat (3) dan
ayal {4} secara rinci subagaimana lercantum dalam lampiran keputuzan ini,

Pasal A

Apabila ada pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dalam kurun
wakiu masih menjatanl sanksi ingan dan sedang, melakukan pelanggaran lagi, mika sanks|
yang dijatubkan terhadap pelunggaran kedua dilambah dengan sisa sanksi yang masih
dijatani.

Baglan Kedua
Proses Fengenaan Sanksi

Pasal 9

{1} Pengenaan sanksl pelanggsran sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan
dangan card ;
a.  tanpa menunggu putusan pengaddan, alaw
b, menunggu putusan pengadilan

2} Sanksi pelanggaran tanpa menunggu pulesan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf a mempakan sanksi ternadap pelanggaran nngan dan sadEng yang
harya mamaedukan pembuktian sedafmana,

(3} Sanksi pelanggaran menunggy puissan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) nund b merpakan sanksi lerhadap pelanggaren  berat yang memerukar
pembukiiagnnya tidak sedarhana.

Paszal 10

{1} Proses pengenaan sanks ierhadap pelanggaran fingan dan secang hanya memadukan
pembuxiian sedermana lanpa menunggy putusan pengadilan dilakukan melalui proses
perdinaan yang diskukan dengan keiertuan memberikan teguran 1 (salu) kali dan
dalam tenggang waktu 3 (higa) bulan sejak ieguran, malskukan pelanggaran aiau tanpa
ada perobahan menuju kebaikan langsung dikenakar sanksi

httpeHfwwwe lin.go.id/detail asp?idArncl=051 202U BAGOG] 1/6/04


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ST

Info-E1 com - Portal Informasi dan Lavanan Pemerintah Republik Indonesia Page 2 of 3

[2) Proses pengenaan sanksi {erhadap pelanggaran beal yang memadukan pembukiian
fidsk sederhana dan menunggu putusan pengadilEn dildkukan dengan kelocatusn
malalul proses perngatan édulis sehanyak 3 (tiga) kali berun-tund dengan tenggang
wakiu masing-masing 1 {saiu) bulan sabagai berikut ;

a. perngatan dilakukan dalam wakiu yang fidak bersamaan sshingga dalam 1 {sals)
bulan hanya baleh dilakukan perngatan 1 (satu) kali;

b, peringaian kedua dan perngalan  ketiga  dijaluhkan apabiia  melakukan
pélanggaran yang sama maupun pelanggaran yangd barbada

c apahbila dalam fienggang waktu perngaten perama, penngstan kedua can
paringatan  kefiges melakukan beberspa kall o pelanggaran, makn pelanggaran
kedua dan seterusoya merupakan akumulasi  pelanggaran sehingga langsung
dijatuhl sanksi pembekuan salelih peringatan keliga

{3} Jika sanksi sebagaimana dimaksod pada ayat (7) hurof c idak dindahkan sampai habis
masa beflakunya maka dilakukan percabidan izin ayek

Pasal 11

{1}  Proses penganaan sanks: agminisirasi terhadap pelanggaran yang memeriukan proses
pembuktizn dan menunggu pulusan pengadilan, dilskukan pambekuan izin semantara,

@)  Mpablla sudahada pulusan pengadilan yang mempunyai kehuatan Rukum tatag, maxa
agnks] yang diperkan menyasuaikan dengen isi pulugan pengadilan yang 1elah
mempunya kekuatan hukum yang tetap,

BRE V
PERSYARATAN PETUGAS
Fasal 12
{1} Pelugas yano malakukan analisis dan evaluasi dalam rangks penjatuhan sanksi, hars
mamanuhi parsyanalan
a, pendidikan mnimal SLTA;
pengalaman di bidang lalu intas dan angkutan jalan minimal 4 (empat) tabu;

b
- pangkal | golangan minimal 1 B
d memiliki keahkian analisa dan avaluasl

{2} Pelugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk ¢leh pejabat pambien 1zZin,
Bag VI
LAIN-LAIR
Pasal 12
Dalgm  keadaan terfentu misaliya pada perodo Anghulan Lebaran pembenan  sanksi
administratif terhadap pelanggaran yang ada ddakukan alsh pengusaha sngkulan umum

datam trayek tetap dan teratur akan datur tersandi

Pasal 14

{1} Ketentuan kepuiusan ini diadikan pedoman bagl dasrah yang meleksanakan tugas df
bigang laku lintas dan angkutan j@an

{2y Dalam rangka pelaksanaan keputusan inl, dasrah dapat menindak lanjuti dengan tetap
berpedoman pada kepuluesan ini

Pasal 15

Ciraktur Jenderal melakukan pengawasan ternadap petaksanaan kaputusan @l

f
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BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTLUP
Pagal 16

(1)  Keteptuan lenlang sanksi yang selama |nl telah diberikan feftap dinyatakan baraku
sampai dengan selesai pengensan sanksi.

12} Penjaluhan sanksi administrasi mulad bedaku T (tupuk) han seak langgal ditetapkan,
Pasal 17
Keputusan Ini muldl beraku sejak fanggal diletapkan

Ditetapkan di Jakarta
Fada 1anagal 23 Mopember 2082

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
Tid

Ir. ISHANDAR ABUBAKAR, M.Sc.
NIP, 120 092 889

BaLINAN Burat Kepuiusan ini disampaikan kepada Yih. |

Manter Perhubungan,

RAPOLEF

Inapekiur Janderal Dephub;

Para Gubamur Kepala Daesrah Propinsi di saluruh indonesiz;
Fara Kepala Dinas Perhubungan § LLAJ seluruh Indonesia;
Ketua DPP ORGANDA

L B LR

httpzwww lin.poad/deta]l aspTidArtcl=051202glTBAQ00] 1i6/05



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

